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ABSTRAK

Fungsi dan peran pokok kota adalah menyediakan pelayanan perkotaan yang
efisien dan efektif bagi warga kotanya. Pertumbuhan jumlah penduduk, berpengaruh
terhadap peninglatan kebutuhan pelayanan kota termasuk terhadap pelayanan jaringan
Jalan. Setelah menyelesaikan pembangunan jaringan jalan adalah memenuhi kebutuhan
akan pemeliharaan jalan. Pada realitanya ada kesenjangan dalam pemeruhan akan
pemeliharaan jalan, akibatnya pengelolaan pemeliharaan jalan kurang optimal.

Berdasarkan fenomena di atas, dilakukan penelitian mengenai Pengelolaan
Pemeliharaan Jalan kota di Kota Semarang, Tujuan studi ini untuk memperoleh aspek-
aspek yang memiliki pengaruh dan berperan besar terhadap pemeliharaan jalan kota di
Kota Semarang sehingga dapat memberikan pandangan tentang peningkatan
pemeliharaan jalan pada masa yang akan datang. Sasaran yang lakukan meliputi : q)
Mengidentifikasi kondisi pengelolaan pemeliharaan jalan di Kota Semarang dari aspek
kelembagaan, aspek anggaran, aspek teknis operasional; b) Mengidentifikasi dan
menjaring pendapat nara sumber tentang pandangan kebijakan pengelolaan
pemeliharaan jalan kota di Kota Semarang ; ¢) Merekomendasikan arahan peningkatan
pengelolaan pemeliharaan jalan kota di Kota Semarang.

Kajian dilakukan terhadap berbagai aspek yang meliputi  kelembagaan,
anggaran, teknis operasional. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif
kualitatif untuk menggali kenyataan yang ada di lapangan, menjaring pendapat dan
menguji konsistensi keputusan para ahli. Melalui metode Delphi diperoleh beberapa
aspek yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pengelolaan pemeliharaan
Jjalan kota di Kota Semarang, selanjutnya dengan analisis pembobotan diperoleh aspek
sangal penting, sebagai arahan peningkatan pengelolaan pemeliharaan jalan kota di
Kota Semarang.

Hasil analisis memperlihathan fenomena bahwa kondisi kelembagaan DPU Kota
Semarang belum mengarah pada penguatan pelaksanaan pemeliharaan jalan. Demikian
juga dari aspek anggaran dana pemeliharaan jalan belum dapat memenuhi kebutuhan
dana pemeliharaan jalan yang ada. Aspek teknis operasional belum didukung oleh
organisasi yang mendukung kegiatan pemeliharaan jalan. Melalui metode Delphi
diperoleh 23 aspek yang memberi kontribusi pada pengelolaan pemeliharaan jalan kota
di kota Semarang.Yang termasuk dalam kategori sangat penting meliputi : landasan
peraturan, besarnya dana, sumber dana, investasi pembangunan swasta-masyarakat,
struktur organisasi, peran serta swasta-masyarakat. Aspek-aspek tersebut dapat menjadi
dasar untuk menentukan arahan peningkatan pengelolaan pemeliharaan jalan kota di
Kota Semarang di masa yang akan datang.

Rekomendasi yang dapat dikemukakan antara lain : melakukan penguatan,
penajaman  terhadap aspek hukum untuk memantapkan kelembagaan pengelolaan
pemeliharaan  jalan. Mencukupi besarnya dana anggaran untuk pengelolaan
pemeliharaan jalan kota di Kota Semarang. Menerapkan Struktur Organisasi yang
menyeniuh sampai staf di bawah Kepala Seksi (organisasi staf) dengan perambahan
Jjabatan fungsional. Mendorong peran serta swasta — masyarakat yang melakukan
inisiatif dalam pengelolaan pemeliharaan jalan di lingkungan wilayahnya.
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ABSTRACT

The role and function city is to provide urban services eficient and effective fo the
citizen. Growth affect increasing needs services on roads networks. Substamtial
investments in infrastructure have been made during the past decade by national,
regional, and local governments. After construction is finish tend to maintain road
network. Generally the universal delivery of roads services continues to be plagued by
problems that have existed for many years. The condition-of roads is poor, the services
provided are inferior, and the financing systems are inadequate. Ther are existing
organisation but not represent result as expected.

Based on phenomenon as mentioned, research on Urban Roads Maintenance in
Semarang problems and facts management is worthly. The objective is to explore on
aspects that having strong influence on urban road maintenance management in
Semarang . This paper, (a} identifies institution’s aspect, financial aspect, technical
operation’s aspect;(b) identifies variabels that useful to contribute wrban road
maintenance management policy in Semarang.; (c) recommends fo attain improvement
service delivery in road maintenance management in Semarang.

In this study using descriptive qualitatives to explore facts-finding in the field The
use of Delphi method enable to explore ideas from a group of experts fo reach formation
of a group judgement on aspects that contribute urban road maintenance management
policy and reach convergency among experts according to obtained important aspect for
guiding improvement urban road maintenance management in Semarang.

Result from institution condition is institutional framework DPU Kota Semarang

exhibits structural weakness, ineffective as a framework for promoting better approach
to road maintenance management. Road maintenance in Semarang is underfunded and
still financed from general tax revenues.From Techincal aspect there are not enough
orgamisation support in the road maintenance management activity. The Delphi Method
is based on a structured process for collecting and distilling knowledge from group of
expert resulted 23 aspects that contribute on road maintenance management in
Semarang. There are six categories very important aspect including : legal aspect,
amount of fund, fund resources, public-private investment, Organization structure,
Public-private activity. Aspects in very important categories directing better road
maintenance management in Semarang in the future.
It would be necessary to strengthen and sharpen the legal a.spects in order to establish
institution in road maintenance management. Fulfilled the amount by various financing
resources in order to make budgeting systems adequate. Implementing Organization
structures more effective by functional responsibilities. To drive initiative from public
private participation in road maintenance activities in their communities.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkotaan menduduki tempat dan posisi yang lebih strategis. Hal ini tidak
terlepas dar kenyataan-kenyataan bahwa perkotaan merupakan lokasi yang paling
efisien dan efektif untuk kegiatan — kegiatan produktif sehubungan dengan ketersediaan
sarana dan prasarananya. Melalui pengelolaan perkotaan, kota berupaya mengoptimalkan
efisiensinya dan secara aktif menggali peluang untuk memperbesar manfaat dan input
maupun outputnya bagi penghuni kota sendiri maupun bagi wilayah sekitarnya yang
memiliki keterkaitan dengan kota tersebut. Ditetapkannya orientasi pembangunan ke
arah pelaksanaan desentralisasi memacu perlunya peningkatan kemampuan daerah dalam
pengelolaan perkotaan yang mencakup perencanaan, pengarahan, pengoperasan maupun
pengendalian pembangunan perkotaan. (Tjahjati, 1996: 1}.

Komponen Prasarana dan Sarana Perkotaan sangat erat kaitannya dengan fungsi
dan peran pokok kota, yaitu menyediakan pelayanan perkotaan yang efisien dan efektif
bagi warga kotanya.. Prasarana dan sarana kota adalah suatu kebutuhan dasar bagi
penghuni kota untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Komponen Prasarana dan
Sarana Perkotaan yang dikenal dalam kelompok infrastruktur kota salah satunya adalah
jalan kota.

Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pelayanan
kota termasuk terhadap pelayanan prasarana dan sarana kota. Menurut Ngoedijo (1983:
177) pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan di Indonesia dalam

1
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dasawarsa terakhir (4,3 % per tahun) telah diikuti dengan serangkaian program investasi

perkotaan, berarti terjadi pertambahan asset prasarana dan Sarana Kota yang pesat,
Program program ini memperluas pelayanan prasarana kota dan secara nyata
meningkatkan penyediaan prasarana di  seluruh daerah perkotaan. Sayangnya
peningkatan tersebut tidak diikuti dengan kemampuan mengoperasikan dan memelihara
prasarana tersebut secara efisien dan efektif.

Biasanya sumber-sumber yang secara besar-besaran dipergunakan untuk
perencanaan dan konstruksi sementara operasi pemeliharaan sering tidak disiapkan,
diperhitungkan bahkan dilupakan. Lebih lanjut dari keadaan ini adalah beberapa
prasarana perkotaan mengalami kerusakan sebelum mencapai umur rencana. Hal ini
berarti akan terjadi kesenjangan yang semakin besar antara harapan dan realita dalam
operasi dan pemeliharaan prasarana kota. (WHO, 1994 : 10).

Suatu sistem transportasi jalan yang pfektif dan efisien merupakan pra kondisi
yang mendasar untuk perkembangan ekonomi secara umum (Robinson, 1998, Haral &
Faiz, 1988 dalam Hermawan, 2000:1). Setelah menyelesaikan pembangunan jaringan
jalan, banyak negara menghadapi kelanjutan kebutuhan akan pemeliharaan jalan. Dar
situ perhatian yang tinggi diberikan kepada wsaha untuk memelihara daripada
membangun jaringan jalan baru (Robinson, 1998 dalam Hermawan 2000:1). Bukti
menurjukkan bahwa porsi yang nyata dari anggaran pusat maupun daerah dibutuhkan
untuk memelihara dan menjaga jaringan jalan pada tingkat pelayanan tertentu, apabila
keberlanjutan jangka panjang ingin dicapai. Pada kenyataannya hampir semua negara

yang membiayai jalan mereka melalui dana yang terkonsolidasi, mengalami masalah
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serius dengan sedikitnya pendapatan untuk investasi dan pemeliharaan jalan (Heggie,
1999 dalam Hermawan 2000:1).

Dalam dekade terakhir ini penduduk perkotaan mengalami peningkatan yang
nyata. Hal ini akan berakibat pada kenaikan infrastruktur. Kegiatan pembangunan
perkotaan akan membutuhkan penyediaan pembangunan jalan. Perﬂbangunan jalan baru
menjadi bagian dari konsekuensi tersebut. Apabila setiap tahun ada pembangunan jalan
baru akan terjadi penambahan jumlah asset prasarana yang dimiliki. Hal yang penting
setelah pembangunan jalan diselesaikan adalah melakukan tindakan pemeliharaan.
Kegiatan pemeliharaan merupakan suatu preventif menjaga jaringan jalan pada tingkat
layanan yang nyamén dan aman dilalui. Semakin banyak ruas jalan yang dimiliki
kebutuhan untuk pemeliharaan jalan semakin besar.

Penundaan dalam kegiatan pemeliharaan (rutin) akan meningkatkan kuantitas
kerusakan permukaan jalan dan pada akhirnya mengarah pada kerusakan berat sampai
pada pondasi jalannya, dengan demikian biaya yang dibutuhkan semakin besar untuk
mengatasinya. Pemeﬁﬁaraan periodik menjadi pilihan yang lebih ekonomis daripada
melakukan rehabilitasi atau rekonstruksi yang hampir sepadan dengan pembangunan
baru.

Mengingat kegiatan kota yang tinggi baik jenis, aktivitas maupun intensitasnya,
pemerintah kota selalu berhadapan dengan persoalan pemeliharaan jalan kota. Karena itu
Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengatur masalah tersebut sebaik-baiknya.
Program pemeliharaan jalan kota pada umumnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah
namun jauh dari harapan, hal ini terlihat dengan masih banyaknya jalan yang berkondisi

rusak.
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Sistem pengelolaan pemeliharaan jalan di Indonesia pada umumnya menjadi
tanggung jawab pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang
dilaksanakan oleh dinas teknis pengelola jalan. Manajemen penglolaan pemeliharaan
jalan terdiri dar komponen-komponen yang saling berinteraksi membentuk satu
kesatuan yang saling mendukung, diantaranya organisasi kelembagaan, pembiayaan dan
teknis operasional.

Jalan Kota merupakan asset pemerintah yang perlu dikelola dan dipelihara sesuai
perkembangan fungsi kota. Dalam pengembangan jalan kota diperlukan suatu persepsi
dan praktek manajemen perkotaan. Hal ini membutuhkan organisasi dan manajemen
yang kuat di setiap tahap pembangunan/pemelibaraan tersebut. Kegiatan Operasi
Pemeliharaan Jalan Kota merupakan salah satu implementasi praktek manajemen
perkotaan yang memiliki kontribusi menjaga hasil pembangunan tetap terjaga tingkat
pelayanan dan penampilannya (performance).

Kota Semarang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah
meliputi 373,34 km2, terbagi atas 16 Kecamatan dan memiliki karakteristik berupa
daerah pantai dan daerah perbukitan. Kondisi topografi ini menciptakan potensi yang
beragam. Jumlah penduduk pada tahun 1999 mencapai 1.290.150 jiwa memiliki potensi
strategis bagi pengembangan kota. Panjang Jalan 1.012, 978 km yang dimiliki oleh
Pemerintah Kota Semarang menimbulkan potensi tantangan untuk menyediakan
pelayanan pemeliharaan Jalan kota, menimbulkan rasa tertarik untuk dipilih sebagai

lokasi studi mengenai pengelolaan pemeliharaan jalan kotanya.




TABEL [L.1.
KONDISI JARINGAN JALAN
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2002

972.621
9.062
¢. Tanah 11.241
d. Tidak dirinci 20.064
Jumiah 1.012.978
2. | Kondisi Jalan _
a. Baik 764.204
b. Sedang 204.915
c. Rusak ' 29.634
d. Rusak Berat 14.225
Jumiah 1.012.978
3. | Kelas Jalan
a. KelasI 130.173
b. Kelas II 133.562
c. KelasIII ‘ 136.445
d. Kelas ITIA 129.278
e. KelasIlI B 392.324
f KelasIIIC 40.621
g. Tidak terinci 50.575
Jumlah 1.012.978
4. | Kepemilikan/ Pengelolaan Jalan
a. Jalan Nasional . 48.720
b. Jalan Propinsi 18.080
¢. Jalan Kota / Kabupaten 946.178
Jumlah 1.012.978

Sumber : DPU Kota Semarang, 2002

Kota Semarang sesuai data tahun 2000, jalan kotanya yang berkondisi baik
adalah sepanjang 764,204 km atau dalam prosentase sebesar 76 %. Jalan yang berkondisi
sedang meliputi panjang 204,915 km, dan jalan dengan kondisi rusak sepanjang 29,634
km, serta jalan yang kondisinya rusak berat mencapai panjang 14,225 km. Untuk kondist
sedang, rusak dan rusak berat apabila disatukan dalam prosentase jalan yang rusak

terakumulasi sebesar 24 %. Dari prosentase tersebut inilah membutuhkan tindakan




6

pengelolaan pemeliharaan jalan, Pemeliharaan rutin  dilakukan untuk merespon
kerusakan ringan. Pemeliharaan berkala dijalankan untuk mengatasi jalan rusak.
Peningkatan jalan dilaksanakan sebagai bentuk jawaban terhadap jalan yang berkondisi
rusak berat. Apabila penanganan yang semestinya aeperti tersebut terdahulu tidak
dilakukan kerusakan lebih lanjut akan terjadi dan pengaruhnya akan meningkatkan biaya

pemeliharaan lebih besar lagi.

Di negara negara berkembang masalah operasi dan pemeliharaan terutama
disebabkan oleh ketidak mampuan menyediakan tambahan dana untuk membiayai
operasi dan pemeliharaan yang meningkat, ketidak mampuan menyesuaikan prosedur
dan mekanisme pengelolaan untuk menangani beban kerja pemeliharaan yang meningkat
pesat, ketidak mampuan menerapkan metode pengembalian biaya secara konsisten.
(Ngoedijo, 1993 : 176). Kurangnya pembiayaan juga menjadi problem umum, khususnya

pada tingkat pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia (Nick Devas, 1989:270).

TABEL 1.2.
ANGGARAN PEMELIHARAAN JALAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG, TAHUN 1998-2002

3.875.458.265.43 | 400.000.000,00 | 3.475.458.265.43 | 0,103
1999 |4.025312.234,75| 500.000.000,00 | 3.525.312.234.75 | 0,124
2000 |4.795.222.304,68 | 500.000.000,00 | 4.295.222.304.68 | 0,104
2001 | 6.363.453.815,25 | 1.800.000.000,00 | 4.563.453.815.25 | 0,283
2002 |8.592.728.326,50 | 600.000.000,00 | 7.992.728.326.50 | 6,040

Sumber : DPU Kota Semarang, 2002

Apabila kita melihat data sesuai tabel 1.2. di atas terlihat bahwa pada Tahun
Anggaran 2000, anggaran pemeliharaan jalan yang diusulkan adalah sebesar

4,795.222 304,68 (dalam Ringkasan Program Kerja dan Anggaran Operasi dan
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Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum Daerah Sektor Jalan Kota Semarang),
sedangkan Anggaran yang disetujui adalah sebesar 500.000.000,00 oleh Pemerintah
Kota Semarang yang tertuang dalam Buku Anggaran. Pada tahun 2001 wuraian
perhitungan yang diusulkan adalah sebesar 6,363.453.815,25 sedangkan anggaran yang
disetujui adalah sebesar 500.000.000,00. Pada tahun 2002 diusulkan anggaran
pemeliharaaan jalan sebesar 8,592.728.326,50 sedangkan yang disetujui adalah sebesar
600.000.000,00. Hal ini menunjukkan ketidak mampuan mencukupi anggaran
pemeliharaan sesuai kebutuhan yang direncanakan.

Déri buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahunan
Pemerintah Kota Semarang diketabui bahwa Tahun 2000 Jumlah dapa dari pos
Pembangunan untuk pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota sebesar
32.465.346.867,32 rupiah tercakup di dalamnya proyek pemeliharaan jalan sebesar 500
juta rupiah, Demikian juga pada tahun 2001 sebesar 44.648.253.175,49 milyar termasuk
proyek pemeliharaan jalan kota Semarang sebesar 1,8 milyar rupiah. Demikian juga pada
tahun 2002 sebesar 51.654.235.675,82 milyar termasuk proyek pemeliharaan jalan
sebesar 600 juta rupiah. Besarnya Perencanaan dan konstruksi dominan tercermin dalam
komposisi anggaran pembangunan dari Buku Anggara Tahunan dari Pemerintah Kota
Semarang dibanding dengan dana pemeliharaan jalan yang dialokasikan pada tahun

berjalan.

1.2. Rumusan Masalah
Pertama : Dari sudut pandang anggaran ternyata minimnya anggaran, mengakibatkan
rencana dengan usulan tidak bisa optmimal dan hal ini menyebabkan cakupan operasi

pemeliharaan menjadi terbatas, jumlah ruas jalan jalan yang dapat dipelibara menjadi
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terbatas sehingga ada ruas-ruas tertentu tidak terjangkau kegiatan pemeliharaan pada
tahun berjalan.

Kedua : Terlambatnya anggaran mengakibatkan realisasi menjadi terlambat tidak seperti
rancangan jadwal yang direncanakan mengakibatkan operasi dan pemeliharaan menjadi
tertunda berpengaruh jumlah kerusakan menjadi bertambah sehingga akan meningkatkan
biaya pemeliharaan manjadi lebih besar lagi dan yang direncanakan semula.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat di tarik suatu problem
statement bahwa Pengelolaan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Semarang belum
optimal. Dari sini penulis merasa tertarik untuk lebih memahami persoalan dengan
meneliti lebih lanjut tentang Pengelolaan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Semarang.
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh berbagai informasi mengenai aspek
aspek yang berpengaruh terhadap pengelolaan pemeliharaan jalan di Kota Semarang
dengan harapan memeperoleh jawaban atas research question yang diangkat dalam studi
ini, yakni Bagaimana Arahan Peningkatan Pengelolaan Pemeliharaan Jalan kota di

Kota Semarang.

1.3. Tujuan dan Sasaran Studi
1.3.1. Tujuan Studi

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan aspek-aspek yang mempunya
pengaruh dan berperan besar terhadap arahan pemeliharaan jalan kota di Kota Semarang,

dalam rangka peningkatan pemeliharaan jalan pada masa yang akan datang.



1.3.2. Sasaran Studi

Untuk mencapai tujuan seperti yang disebutkan pada butir 1.3.1, beberapa
sasaran yang akan dilakukan meliput :

a) Mengidentifikasi kondisi pengelolaan pemeliharaan jalan di XKota Semarang dari
aspek kelembagaan, aspek anggaran, aspek teknis operasional dan swasta —
masyarakat

b) Mengidentifikasi aspek yang penting dipertimbangkan dalam kebijakan
pengelolaan pemeliharaan jalan kota di Kota Semarang

c) Merekomendasikan arahan Peningkatan Pengelolaan Pemeliharaan Jalan kota di

Kota Semarang

1.4. Ruang Lingkup Studi

1.4.1. Ruang Lingkup Materi (Substansial)

Substansi pembahasan dalam penelitian ini meliputi tinjauan mengenai
pengelolaan pemeliharaan jalan di Kota Semarang. Ruang lingkup materi studi ini adalah
pembahasan materi ditinjau dari aspek kelembagaan, anggaran, dan teknis operasional
dan spasial. Oleh karena itu pembahasan pemeliharaan jalan yang akan dibahas di sini
adalah berkaitan dengan aspek — aspek yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah
dalam bidang pemeliharaan jalan.

Secara khusus, pengkajian terhadap substansi banyak ditinjau dar penyedia
pelayanan. Penyedia memiliki posisi yang cukup banyak disoroti ketika kondisi jalan di
lapangan banyak kerusakan atau ketika jalan yang mengalami kerusakan dibiarkan cukup

lama atau kurangnya tindakan pemeliharaan ketika kerusakan jalan terus bertambah.
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Kajian terhadap kondisi eksisting pengelolaan pemeliharaan jalan kota dikaitkan

dengan aspek-aspek seperti aspek kelembagaan, aspek anggaran, dan aspek teknis
operasional serta aspek spasial.

Kajian terhadap permasalahan, hambatan dan kendala dalam rﬁenjalankan
program pemeliharaan jalan kot di Kota Semarang dengan pendapat para ahli yang
menjadi stakeholder dalam menjalankan program ini.

Kajian terhadap kemungkinan rencana tindak untuk mencapai optimalisasi

pengelolaan pemeliharaan jalan kota di Kota Semarang.
1.4.2. Ruang Lingkup Spasial (lokasi)

Ruang lingkup spasial studi meliputi wilayah Kota Semarang pada daerah
kegiatan operasi pemelibaraan jalan kota seperti terlihat dalam peta jaringan jalan kota
Semarang scbagai wilayah pelayanan operasi pemeliharaan jalan kota Semarang.
Gambar 1.1.

Alasan pemilihan Kota Semarang sebagai obyek penelitian antara lain, adalah
Kota Semarang yang kedudukannya sebagai Ibukota Propinsi Jawa Tengah dituntut
untuk menampilkan kondisi jalannya dalam keadaan yang selalu terjaga tingkat
pelayanannya.

Kota Semarang memiliki panjang jalan 1.012,978 km merupakan potensi untuk
diupayakan pemenuhannya dalam menjaga pemeliharaan jalannya. Kondisi
perkembangan dan pembangunan di berbagai bidang yang relatif pesat cenderung
mengalami penambahan dalam asset prasarananya. Keberhasilan menjaga tingkat
pelayanan jalan ini berpengaruh besar bagi perkembangan ekonomi, perdagangan dan

jasa serta perkembangan kotanya.
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1.5. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana disebutkan dalam perumusan masalah pokok bagi instanst
pengelola pemeliharaan jalan Pemerintah Kota Semarang adalah belum memadainya
pengelolaan pemeliharaan jalan di Kota Semarang. Hal ini mengakibatkan jalan-jalan
kota di Kota Semarang kurang terpelihara dan tertangani dengan baik. Deskripsi
mengenai kondisi jalan kota di Kota Semarang, dan anggaran pemeliharaan jalan kota
diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pemeliharaan jalan saat i dapat
terpenuhi.

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menjelaskan pokok-pokok pembahasan
yang ada. Pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang dicirikan dengan pengembangan
aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa. Untuk mendukung ini penyedian infrastruktur
terus dipenuhi oleh pemerintah dalam bentuk pembangunan jalan dan jembatan. Untuk
mengiringi penyediaan infrastruktur perlu dilanjutkan kegiatan pemeliharaan yang terus
menerus agar pelayanan jalan tetap terjaga pada tingkat yang tertentu. Segi pandangan
tentang pemeliharaan yang memadai dan sepatutnya untuk mendukung kegiatan ekonomi
pada umumnya merupakan sesuatu yang perlu terus diupayakan.

Apabila ada hambatan untuk terpenuhinya pemeliharaan jalan perlu diadakan usaha-
usaha untuk mengenali dan mengatasinya. Pemahaman dalam mengenali pengelolaan
pemeliharaan jalan dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap analisis. Analisis
pengelolaan pemeliharaan jalan dari aspek kelembagaan, aspek anggaran, aspek teknik
operasional ditampilkan secara deskriptif. Analisa untuk mengenali variabel yang
mendukung program pengelolaan pemeliharaan jalan didekati melalui metoda Delphi.

Mengingat variabel teridentifikasi cukup banyak maka ditambahkan analisis pembobotan
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untuk memilah kategort variabel yang ada. Dari hasil pembobotan untuk kategori

sangat penting menjadi masukan dalam memberikan arahan peningkatan pengelolaan
pemeliharaan jalan kota di Kota Semarang.

Dart hasil studi ini diyakini akan diperoleh suatu temuan studi dan rekomendasi studi.

1.6. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekataan penelitian merupakan cara pendekatan dalam mendapatkan informasi
atau data yang dibutubkan dalam penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian
terapan (applied research, practical research), yakni penelitian atau penyelidikan yang
hati-hati dan sistematik terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan bagi
keperluan tertentu (Nazir, 1988:30). Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan
pendekatan studi kasus, hal ini dimaksudkan peneliti ingin mengamati hal-hal secara
mendalam tentang pengelolaan operasi pemeliharaan jalan. Pendekatan penelitian
mengenai pengelolaan sistem operasi pemelihaaraan perkotaan merupakan salah satu
bentuk penelitian deskriptif. Deskriptif merupakan upaya untuk menggambarkan dengan
cara menggumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala
menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 1998 : 309). Pendekatan
deskriptif ini dipilih karena sifat penelitian yang mengarah pada usaha pengkajian yang
mendalam melalui data sekunder dan data primer, yang melibatkan pihak-pihak terkait
dengan substansi penelitian, yaitu pihak-pihak yang mengetahui atau ada dalam jalur
proses terselenggaranya program pemeliharaan jalan kota di Kota Semarang.

Untuk memperoleh informasi yang jelas, maka dilakukan penelitian langsung di
Kota Semarang, baik melalui pengamatan langsung maupun wawancara dengan penentu

kebijakan daerah (Bappeda, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum).
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Penelitian ini mengarah pada usaha — usaha untuk memﬁerikan pelayanan prasarana
publik kepada masyarakat agar memungkinkan ditingkatkan dengan berbagai hal yang
terkait dengan permasalahan tersebut. Seperti kualitas performa pemeliharaan yang
dihasilkan, pengaruh sumber daya manusia, peralatan dan dana untuk menjalankan
penyelengaraan operasi pemeliharaan jalan kota dalam menjaga tingkat pelayanan sesuai

kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini mengarah pada penentuan berbagai variable kesemuanya terkait
dalam kerangka research question yang disusun sebelum data dikumpulkan dan kemudian
diujikan terhadap responden. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif
dengan didukung pendapat dan penilaian para sumber mengenai permasalahan

pemeliharaan jalan kota dengan memanfaatkan metoda Delphi.

1.6.1. Data yang Digunakan

Agar analisa bisa dilaksanakan dan tujuan serfa sasaran studi ini berhasil,

diperkirakan membutuhkan data-data dengan berbagai cara perolehannya, sebagai berikut

a. Data Primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan
penyebaran kuesioner kepada narasumber terdiri dari 11 orang. Responden yang
terpilih yaitu Kepala Bappeda, Kepala DPKD, Kepala DPU, Kepala Bagian
Pembangunan, Kepaala Bagian Organisasi, Staf Ahli Walikota, Kepala DPU Cabang
Semarang Barat, Komisi D DPRD Kota Semarang, Ahli Planologi, Ahli Transportasi,

Ahli Teknik Sipil bidang jalan di Kota Semarang.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, misalnya dengan menyalin

atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi. Merupakan jenis data dari literatur-
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literatur, hasil laporan penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain, makalah-

makalah, jurnal ilmiah, daftar inventarisasi data dari instansi misalnya dari Dinas
Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, BPS, dan perundang-
undangan.

Berdasarkan variable yang telah ditentukan, maka datum-datum yang dibutuhkan

dalam penelitian ini sebagaimana tertera dalam tabel 3.2, sebagai berikut :

- TABEL 1.3.
DATA YANG DIGUNAKAN
1. | Analisis Kondisi Struktur Organisasi Organisasi
Kelembagaan Dasar Pembentukan Bappeda
Kebijaksanaan Lembaga Dinas Peekerjaan Umum
2. Analisis Kondisi e Besamya Anggaran e Bappeda
Anggaran »  Sumber Aggaran « DPKD
e Mekanisme Anggaran  DPU
4. | Analisis Kondisi ¢ Data Prasarana e DPU
Teknis Operasional e Program Ke;ja
¢ Rencana Kerja
e Kegiatan Pemeliharaan
5. | Analisis Permasalahan | ¢ Menentukan variabel- Nara sumber :
Pengelolaan variabel yang e Ketua Bappeda Kota Smg
Pemeliharaan Jalan mempengaruhi + Kepala DPKD Kota Smg
berdasarkan pendapat pemeliharaan jalan o Kepala DPU Kota Smg
para ahli » Kepala Bag Pembangunan
e Kepala Bag Organisasi
e Staf Ahli Walikota Smg
e Kepala DPU Cab Smg Brt
s Komisi D DPRD Kota Smg
e  Ahli Planoclogi
e  Ahli Transportasi
o  Ahli Teknik Sipil Bid Jalan
6. | Analisis Pembobotan | ¢ Menentukan Kategori ¢ Olah Data dan Perhitungan

Sumber : Hasil analisis.
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1.6.2. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara : a) Pengamatan langsung‘atau
observasi lapangan; b) Wawancara langsung atau interview; ¢) Kuesioner atau angket.

Pengamatan langsung atau observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi
yang berkaitan dengan prograrh pemeliharaan jalan.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan
dengan beberapa responden yang diahggap mampu dan mengetahui permasalahan, yaitu
para pengelola pemeliharaan jalan atau mereka yang berkaitan dengan program tersebut.
Wawancara dilakukan déngan pedoman ﬁanya garis besarnya saja. Mula-mula menanyakan
bebrapa pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dengan
mengorek keterangan lebih lanjut. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data secara
mendalam yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi, menanyakan hal-hal yang belum
ada atau belum jelas yang mungkin terdapat dalam data dokumentasi. Teknik ini digunakan
dengan alasan untuk mendapatka:n déta secara mendalam dari responden. Beberapa hal
yang belum tercakup datam daftar pertanyaan dapat digali dengan teknik ini.

Kuesioner atau angket diajukan secara tertulis ditujukan kepada narasumber (11
orang) sebagai para ahli yang terpilih.

Data sekunder dipilih hanya data tertentu saja yang sesuai dengan variabel yang
digunakan dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut disajikah dalam bent-uk tabel,
grafik atau gambar berdasarkan pengelompokkan data yang diperoleh.

Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan

mencatat arsip-arsip atau catatan-catatan, yang ada pada kantor/ dinas/ instansi/ organisasi.
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1.6.3. Teknik Penyajian Data

Teknik pengolahan data yang dimaksud adalah pengolahan data primer yang
diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Dalam proses pengolahan data,
jawaban responden dari tiap-tiap pertanyaan akan diberi bobot/nilai yang telah ditentukan.
Kemudian dar nilai-nifai yang diperoleh dari setiap pertanyaan digunakan untuk
mengetahui tinggi rendahnya setiap karakteristik, agar dapat dipakai sebagai data yang

mudah dianalisa dan disimpulkan sesuai dengan masalah yang dikemukakan,

1.6.4. Teknik Sampling

Sampling adalah suatu cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh,
artinya tidak mencakup seluruh objek yang dijadikan sebagai objek penelitian akan tetapi
hanya sébagian saja dari populasi yang dianggap mewakili keseluruhan populasi. Penelitian
sampel, yakni penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi pada
umumnya dikatakan sebagai penelitian survai (Singarimbun, 1989:3).

Penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik sampling ini digunakan
oleh peneliti untuk mencapai tujuan-tujuan dan maksud tertentu (purpose) (Marzuki, 2002),
merupakan teknik sampel yang ditentukan sendiri oleh peneliti / sebagai wakil ahli
(Sudjana, 1996 : 168) Teknik purposive sampling ditujukan kepada narasumber (11 orang)
yang terdiri dari Kepala Bappeda, Kepala DPKD, Kepala DPU, Kepala Bagian
Pembangunan, Staf Ahli Walikota, Kepala DPU Cabang Semarang Barat, Komisi D DPRD
Kota Semarang, Ahli Planologi, Ahli Transportasi, Ahli Teknik Sipil bidang jalan di Kota
Semarang. Dipilihnya nara sumber sebanyak 11 orang ini karena dari sejumkah nara
sumber tersebut imi memiliki kompetensi yang cukup dalam pemahaman seputar

permasalahan pengelolaan pemeliharaan jalan di kota Semarang masing masing mewakili
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pihak pemerintah Kota Semarang (Kepala Dinas, Bagian dan Badan), wakil Rakyat
|

|
(Komisi D), akademisi dan praktisi di Kota Semarang. Tujuapnya untuk mendapatkan

variabel yang berpengaruh bagi pengelolaan pemeliharaan jalan.

TABEL L4.

DAFTAR RESPONDEN
1 Drs. Surono Kepala Bappeda
2 Drs. Saman Kadrisman Kepala DPKD
3 Ir. Djoko Marsudi, MTA, MM Ka Bag Pembangunan
4. Ir. Agung Prijo Oetomo Ka Bag Pembangunan
5. Dra. Harini Krisniati Ka Bag Organisasi
6 Ir. Sapto Cahyono Staf ahli walikota
7 Ir. Gunawan Ka Cab DPU Semarang Barat
8 Dra. Siti Markamah Ketua Komisi D DPRD Kota Smg
9. Ir. Hadi Wahyono, MA Ahli Planologi
10. Ir. Djoko Setijowarno, MT Ahli Transportasi
11. Ir. Sentot Wasi Ahli Teknik Sipil bidang jalan

Sumber : Hasil analisis, 2003 :
1.6.5. Teknik Analisis
1.6.5.1. Analisis Deskriptif Kualitatif ‘

‘

Penelitian ini termasuk penelitian  deskriptif meﬁgingat tidak dilakukan
pengontrolan terhadap perlakuan (Arikunto, 1997). Penelitian deskriptif merupakan
penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mejngenai status gejala yang
ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat peneliti%an dilakukan (Effendi dan
Singarimbun, 1989 : 4). Selanjutnya Nawawi (1996 :73) berpendapat bahwa pengertian
diskripsi tidak sekedar menemukan data atau fakta, namun jugajl melakukan analisis serta

menyajikan data dan fakta yang sudah terolah beserta penmpila@ya.
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Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metoda deskriptif

mengenai kondisi pengelolaan pemeliharaan jalan. Semarang.

1) Analisa kondisi pengelolaan pemeliharaan jalan dari aspek kelembagaan. Analisa ini
digunakan untuk mengetahui sejauhmana aspek kelembagaan mempengaruhi
pengelolaan pemeliharaan jalan

2) Analisis kondisi pengelolaan pemeliharaan jalan dari aspek anggaran. Analisa ini
digunakan untuk mengetahui bagaimana anggaran tesebut diterapkan untuk
pemeliharaan jalan.

3) Analisa kondisi pengelolaan jalan dari aspek teknis operasional.

1.6.5.2. Analisis dengan Metode Delphi

Analisis dengan metode Delphi mengenai permasalahan pengelolaan pemeliharaan
untuk mendapatkan variabel yang berperan dalam pengelolaan pemeliharaan jalan kota di
Kota Semarang,

Metode Delphi dipergunakan sebagai suatu metoda penjaringan opini kelompok
yang partisipannya terdiri dari nara sumber atau pakar yang memiliki kompetensi dalam
bidangnya. Pendekatan ini menjadi sarana saling mengkomunikasikan informasi dalam
memperoleh pemahaman yang mendalam bageimana dinamika suatu pendapat masing-
masing individu dalam suatu survey berkembang dan kemudian memperoleh legitimasi
menjadi pendapat kelompok.

Metode ini dilakukan dengan jejak pendapat pada para ahli. Metode ini merupakan
alat dalam teknik peramalan melalui diskusi tidak langsung. Penentuan variabel tersebut

dengan melihat besar kecilnya rangking yang diberikan setiap faktor. Apabila rangking 1
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merupakan penyebab utama suatu masalah, begitupula sebaliknya apabila rangking itu

kecil maka faktor tersebut bukan penyebab utama berpengaruh kecil saja.

1.6,5.3. Analisis Pembobotan

Analisis pembobotan dilakukan untuk menentukan variabel sangat penting dalam
pengelolaan pemeliharaan jalan kota di Kota. Pembobotan digunakan agar dapat
menentukan peringkat dan kategori variabel diidentifikasikan untuk keperluan tertentu,
menganalisa dengan kondisi yang ada, selanjutnya memberikan rekomendasi arahan
peningkatan pengelolaan pemeliharaan jalan kota di Kota Semarang untuk masa yang akan

datang.

1.7. Sistematika Penulisan
Urutan Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam lima bab, terbagi atas
* bab Pendahuluan, Kajian Pustaka Pengeloaan Pemeliharaan Jalan, Gambaran Umum Kota

Semarang, Metodologi dan Pendekatan Studi serta Penutup.

BAB I PENDAHULUAN
Pada Bab Pendahuluan ini dituliskan latar belakang kenapa penulis memilih
untuk mengambil penelitian tentang Optimalisasi Pengelolaan Pemeliharaan
Jalan kota di Kota Semarang sebagai topik penelitian dalam penyusunan tesis.
Dari latar belakang ini kemudian dirumuskan permasalahan yang akan diteliti
secara mendalam tujuan dan sasaran ruang lingkup penelitian baik substansi dan

spasial serta sistematika penelitian ini.

BAB I PEMELIHARAAN JALAN DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN

PEMELIHARAAN JALAN
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Pada bab ini penulis menguraikan landasan pustaka yang dipergunakan dalam
penelitian ini. Landasan pustaka yang dikutip dalam bab ini terutama mengenai
teori yang berkaitan dengan definisi dan terminologi tentang jalan, tentang

pemeliharaan dan pengelolaan. Persoalan yang ada diseputar sektor jalan.

BAB I KAJIAN UMUM WILAYAH DAN PENGELOLAAN PEMELIHARAAN
JALAN KOTA DI KOTA SEMARANG
Dalam bab ini diuraikan gambaran secara makro Kota Semarang tentang
keadaan fisik dasar, Kependudukan, Geologi dan Morfologi, Sistem Transportasi
Perkotaan, Infrastruktur, Jaringan Jalan dan Gambaran Kebijakan Pengelolaan
Kota relevansinya dengan Pengelolaan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota

Semarang.

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN PEMELIHARAAN JALAN KOTA DI KOTA
SEMARANG
Bab ini dijelaskan deskripsi analisis kondisi dari aspek kelembagaan, anggaran,
dan teknis operasional pengelolaan pemeliharaan jalan kota di Kota Semarang,
juga analisis variabel yang perlu di pertimbangkan dﬁlam pengeloaaan
pemeliharaan jalan yang optimél serta pembobotan variabel untuk menentukan
variabel sangat penting guna peningkatan pengelolaan pemeliharaan jalan kota di

kota Semarang.

BAB V PENUTUP
Bagian terakhir, yaitu Bab V : Penutup, berisi mengenai kesimpulan dan

temuan-temuan hasil studi serta rekomendasi.




BAB 11
PEMELIHARAAN JALAN DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN
PEMELIHARAAN JALAN

Pada bab ini merupakan kajian teoritis terhadap pemeliharaan jalan untuk
memberikan arah dan dasar berpikir dalam penelitian. Kajian dimulai dengan membahas
pengertian dan terminologi tentang jalan, pemeliharaan jalan serta permasalahan

pengelolaan pemeliharaan jalan

2.1. PENGERTIAN JALAN

Definisi Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun,
meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas. (UU No. 13 Tahun 1980 tentang jalan)

Yalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan lalu lintas umum. Jalan khusus
adalah jalan yang bukan jalan vmum. Jalan tol adalah jalan umum yang kepada
pemakainya dikenakan membayar tol.

Bangunan Pelengkap jalan adalah bangunan yang tidak dapat dipisahkan dari jalan
antara lain : jembatan, ponton, lintas atas (overpass), lintas bawah (underpass), tempat
parkir, goroﬁg—gorong, tembok penahan, saluran air dan seterusnya.

Perlengkapan jalan antara lain adalah : rambu-rambu dan marka jalan, pagar
pengaman lalu lintas, pagar, Daerah Milik Jalan, Lampu, dll.

Sistem jaringan jalan terbentuk / dibentuk berdasarkan status pembinaan jaringan

jalan (kewenangan/tanggung jawab) menurut UU Jalan No. 13 / 1980 dan PP No. 26/1985.
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Sistem jaringan jalan perkotaan terbentuk berdasarkan hirarki kota terhadap
kedudukannya di wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/kota serta hirarki fungsi pola

tata guna lahan di daerah perkotaan (urbanized area).

2.1.1. KLASIFIKASI JALAN
2.1.1.1. Klasifikasi Jalan berdasarkan perannya dalam sistem jaringan jalan

Sistem jaringan primer : yaitu jaringan yang terdiri dari ruas jalan-jalan yang
menghubungkan kota yang tidak terputus di dalam kota. Sistem jaringan jalan dengan
peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional
dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota, membentuk jaringan
jalan primer.
Sistem jaringan sekunder : yaitu jaringan yang terdiri dari ruas jalan-jalan yang ada di
dalam kota atau kawasan tertentu. Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa

distribusi untuk masyarakat di dalam kota membentuk sistem jaringan jalan sekunder.

2.1.1.2. Klasifikasi Jalan berdasarkan kepada peranan atau fungsi

Jalan arteri adalah jalan yang melayanai angkutan utama dengan ciri perjalanan
jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan
Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan dengan ciri jarak sedang,
kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi Jalan lokal adalah jalan yang
melayani aangkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata

rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
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GAMBAR 2.1.
PENGELOMPOKAN JALAN BERDASARKAN PERANAN

Sistem Jaringan Jalan

/

Sistem Primer | Sistem Sekunder
Arteri Kolektor Lokat Arteri Kolektor Lokal

Sumber : Modul Pelatihan Terapan Pengelolaan Sistem Transportasi Perkotaan Kota Semarang, 1997

Jalan Arteri Primer : yaitu ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke satu
dengan kota jenjang ke satu yang berdampingan atan ruas jalan - ruas jalan yang
menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.

Jalan Kolektor Primer : yaitu ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua
dengan kota jenjang kedua lainnya atau yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan
kota jenjang ketiga yang berada di bawah pengaruhnya.

Jalan Lokal Primer : yaitu ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ketiga
dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang kesatu dengan persil, kota jenjang kedua
dengan persil serta ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota
jenjang dibawahnya sampai persil.

Jalan Arteri Sekunder : yaitu ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer
dengan kawasan sekunder ke satu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan
kawasan sekunder ke satu dengan kawasan sekunder ke dua.

Jalan Kolektor Sekunder : yaitu ruas jalan yang menghubungkan kawasan-kawasan
sekunder dengan lainnya atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan

sekunder ketiga.
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Jalan Lokal Sekunder : yaitu ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder

ke satu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan

sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

2.1.1.3. Klasifikasi berdasarkan kepada Kewenangan

Jalan Nasional : yaitu ruas jalan yang karena tingkat kepentingannya kewenangan
pembinaannya berada pada Pemerintah Pusat. Adapun ruas-ruas jalan yang masuk
kedalam kiasifikasi adalah : Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer yang
menghubungkan antar ibukota propinsi, Jalan lainnya yang mempunyai nilai strategis
terhadap kepentingan nasional.

Jalan Daerah adalah jalan umum yang pembinaannya dilakukan pemerintahn
daerah setempat (Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota). Jalan Propinsi : yaitu ruas
jalan yang berdasarkan tingkat kepentingannya kewenangan pembinaannya diserahkan
kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Adapun jalan yang masuk kedalam kiasifikasi ini
adalah :

- Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota
kabupaten/kotamsdya.

- Jalan kolektor Primer yang menghubungkan ibukota kabpaten/kotamadya

- Talan lainnya yang mempunyai nilai strategis ditinjau dari segi kepentingan propinsi

- Jalan yang ada di dalam daerah khusus Ibukota Jakarta, kecuali yang ditetapkan
sebagai jalan nasional

Jalan Kabupaten / Kotamadya : yaitu ruas yang berdasarkan tingkat kepentingannya

kewenangan pembinaannya diserahkan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten. Adapun ruas-

1uas jalan yang masuk ke dalam klasifikasi ini adalah
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- Jalan Kolektor Primer yang tidak masuk ke dalam baik jalan nasional maupun jalan
propinsi

- Jalan Lokal Primer

- Jalan Sekunder yang tidak termasuk baik jalan nasional maupun jalan propinsi

- Jalan lainnya yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan kota atau

kabupaten
GAMBAR 2.2.
PENGELOMPOKAN JALAN, PELIMPAHAN DAN PENYERAHAN
KEWENANGAN
JARINGAN JALAN
JALAN UMUM JALAN KHUSUS
JAL AN NASIONAL JALAN DAERAH JALAN TOL
JALAN JALAN JALAN JALAN
PROPINSI KABUPATEN KOTA DESA

Sumber : PP 26 Tahun 1985 Jalan (Bab IV)

Jalan khusus : yaitu jalan yang berdasrkan tingkat kepentingannya bersifat khusus

dan kewenangannya diserahkan instansi/badan hukum atau perorangan yang mengelola.




29

2.1.1.4. Penetapan Peran dan Kewenangan Pembinaan

TABEL IL1.
FUNGSI DAN PERANAN JALAN YANG DIKAITKAN DENGAN
PENANGGUNGJAWAB PEMBINAAN DAN PENDANAAN

Arteri Primer Menteri Menteri
Nasional

Kolektor Primer 1 Menteri Menteri

Kolektor Primer 2 Menteri Pemerintah Propinsi
Propinsi

Kolektor Primer 3 ‘Menteri Pemerintah Propinsi

Lokal Pnmer Menteri Pemerintah Propinsi
Kabupaten

AS KS, LS Menteri Pemerintah Propinsi
Kota AS, KS, LS Pemerintah Kota Pemerintah Kota

Sumber : Modul Pelatihan Terapan Pengelolaan Sistem Transportasi Perkotaan Kota Semarang, 1997

Keterangan :

AS = Arteri Sekunder
KS = Kolektor Sekunder
LS = Lokal Sekunder

Penetapan peran dan pembinaan kewenangan (status) diatur dalam peraturan
Pemerintah No. 26 tahun 1985 tentang jalan. Penetapan ruas jalan menurut perannya
(arteri, kolektor dan lokal) dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas
pembinaan jalan dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum, setelah mendengar pendapat
Menteri Perhubungan.

Penctapan ruas jalan menurut kewenangan pembinaannya dilakukan sebagai
berikut :

- Jalan Nasional : oleh Menteri Pekerjaan Umum
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- Jalan Propinsi : oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur setelah

mendengar pendapat Menteri Pekerjaan Umum

- Jalan Kota/Kabupaten : oleh Gubernur atas usul Walikota/Bupati yang

bersangkutan

2.1.2. Leger Jalan
Leger Jalan adalah dokumen yang memuat catatan mengenai suatu ruas jalan.
Bagian-bagian jalan terdiri dari Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA), Daerah Milik Jalan

(DAMIJA) dan Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA).

| DAWASTA
DAWASIJA -
“» l — |
< DAMITA /
< " DAMAJA > ﬂ ‘

[

GAMBAR 2.3.
DAMAJA, DAMIJA, DAWASJA

Sumber : Modul Pelatihan Terapan Pengelolaan Sistem Transporiasi Perkotaan Kota Semarang, 1997

% 2.1.2.1. Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA)

Yiatu daerah yang dimanfaatkan untuk jalan, ditetapkan oleh pembina jalan dan
‘ diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan,
trotoir, talud, ambang pengamar, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan

jalan, bangunan pelengkap.
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Badan jalan diperuntukkan bagi arus lalu lintas dan pengamanan konstruksi jalan,
Lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas ditentukan oleh pembina jalan. Tinggi ruang
bebas jalan arteri dan jalan kolektor minimal 5 meter dengan kedalaman lebih dan 1,5
meter. Saluran tepi untuk penampungan dan penyaluran air, agar badan jalan bebas dari

pengaruh air. Ambang pengaman diperuntukkan bagi konstruksi jalan.

2.1.2.2. Daerah Milik Jalan (DAMIJA)

Daerah milik jalan diperuntukkan bagi daerah Manfaat Jalan (DAMIJA) dan
pelebaran jalan maupun untuk penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta
kebutuhan ruang untuk pengaman jalan.

Bangunan utilitas pada sistem jaringan jalan primer dan sekunder dalam kota dapat
ditempatkan datam DAMAJA. Untuk yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak
tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau perkerasan jalan sehingga tidak menimbulkan
hambatan samping bagi pemakai jalan. Untuk yang berada di bawah tanah, ditempatkan di
luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau perkerasan jalan sehingga tidak
mengganggu keamanan konstruksi jalan. Jarak ditentukan oleh pembina jalan. Rencana
Kerja, jadwal kerja dan cara-cara pengerjaannya harus disetujui oleh pembina jalan.
Pohon-pohon pada sistem jaringan primer dan sekunder di dalam kota dapat ditanam di
batas DAMAJA, median dan jalur pemisah.Di luar ketentuan tersebut di atas harus

mendapatkan persetujuan dari pembina jalan.

2.1.2.3. Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA)
Dawasja ditetapkan oleh pembina jalan, diperuntukkan bagi pandangan bebas
pengemudi. Batas luar DAWASJA ditetapkan oleh pembina jalan (diukur dari as jalan).

Untuk jalan arteri primer minimal 20 meter, jalan kolektor primer minimal 15 meter,
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jalan lokal primer minimal 10 meter, jalan arteri sekunder minimal 20 meter, jalan
kolektor sekunder minimal 7 meter, jalan lokal sekunder minimal 4 meter, jembatan

minimal 100 meter ke arah hilir dan hulu.

2.1.3. Sistem Manajemen Jalan di Indonesia

Usaha untuk mengusahakan kebijakan pemeliharaan jalan dilakukan pemerintah
pusat dengan banyak menyediakan sistem dengan beberapa sistem pengelolaan
pemeliharaan jalan untuk seluruh jaringan jalan, baik jalan nasional, jalan tol, jalan
propinsi, jalan kota dan jalan kabupaten.

Integrated Road Management System adalah sistem terpadu dalam pengelolaan
jalan di seluruh Indonesia. Inter Urbam Road Management System adalah sistem
pengelolaan jalan antar kota dengan cakupan jalan nasional dan jalan propinsi. Tanggung
jawab pembinaa jalannya di bawah pemerintah pusat. Demikian juga system manajemen
jalan tol (TRMS) untuk ruas-ruas yang umum dimana kepada para pemakainya dikenakan

kewajiban membaya tol.

TABLE I1.2
SISTEM PENGELOLAAN JALAN DI INDONESIA

S\‘s’l.]:‘l m
Inter-urban Road Jalan Nasional dan

di P mtah Pusat
Mana S provici Tlh dikembangkan emern)
Kabupaten Road .
Management System Jalan Kabupaten Tih dikembangkan Pemermtah Kabupaten
Urban Road Management sedang, erintah Kota
Systemn Jalan Kota dikembangkan | o0
Toll Road Nslmagemmt Jalan Tol Tih dikembangkan Pemerintah Pusat
Thiegraicd Road Seluruhnya sedang, Pemerintah Pusat
Managemeant System dikembangkan

Sumber : Depkimpraswil, 2000
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Integrated Road Management System adalah sistem terpadu dalam pengelolaan

jalan di seluruh Indonesia. Infer Urban Road Management System adalah sistem
pengelolaan jalan antar kota dengan cakupan jalan nasional dan jalan propinsi. Tanggung
jawab pembinaa jalannya di bawah pemen'nfah pusat. Demikian juga system manajemen
jalan tol (TRMS) untuk ruas-ruas yang ulmum dimana kepada para pemakainya dikenakan
kewajiban membaya tol.

Kabupaten Road Management System adalah sistem pengelolaan jalan kabupaten
dengan cakupan jalan-jalan kabupaten dan berada di bawah tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten.

Urban Road Management Sistem adalah sistem pengelolaan jalan kota dengan

fokus jalan di kawasan perkotaan dalam rentang kendali tanggung jawab Pemerintah Kota.

2.2. Peraturan kebijakan dalam kerangka pelayanan perkotaan

Diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan salah
satu peraturan pendukung PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, tidak menyebabkan adanya penambahan
berarti dalam jenis pelayanan perkotaan yang harus disediakan pemerintah daerah.

Perubahan berarti dalam kebutuhan pengembangan kapasitas dari pemerintah
Daerah akan timbul sebagai akibat dari pendekatan / metode baru dalam kepemeritahan
yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan perkotaan. Dengan
diundangkannya UU No. 22 Tahun 19799, pemerintah Daerah akan perlu merubah
orientasinya supaya lebih berorientasi kapada pengguna layanan. Hal ini menyebabkan
aparat pemerintah perlu mempunyai kemampuan dan mekanisme untuk memahami

prioritas masyarakat dalam berbagai jenis layanan publik dan mengerti kesediaan
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membayar pengguna layanan, dan tidak lagi mengikuti tingkat pelayanan dan tingkat

kualitas yang ditentukan dari pusat.
UU No. 25 /1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
yang menerapkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih fleksibel sebagai pengganti
Subsidi Daerah Otonom (SDO) yang sebelumnya membiayai gaji pegawai, dan INPRES
yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan dan yang belakangan diganti menjadi
Dana Pembangunan Kota/Kabupaten. Perubahan ini akan memberikan keleluasaan kepada
Pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai perimbangan
antara operasi dan pemeliharaan serta pembangunan baru. Dengan digantikannya sistem
SDO dengan DAU pemerintah Daerah dapat menentukan sendiri bentuk organisasi dari
penyedia layanan dan pemerintah daerah akan mempunyai insentif untuk berusaha
meningkatkan efisiensi tenaga kerja dari penyediaan layanan.
Dengan diterapkannya DAU menggantikan Dana Pembangunan Kota/Kabupaten (yang
terdii dari satu block grant dengan beberapa spesifik grant sektoral), pengambilan
keputusan mengenai alokasi dana antar sektor-sektor yang ada akan menjadi lebih sulit.
Hal ini juga berarti aparat pemerintah Daerah yang bertanggung jawab akan penyediaan
layanan harus kompeten dalan mengajukan usulan pembiayaan dan dengan adanya
kompetisi dari sektor lain (misalnya kesehatan dan pendidikan) dapat menjustifikasi
pembiayaan untuk sektor mereka.

Pemerintah Daerah akan mempunyai kewenangan penuh dalam mengambil
keputusan yang berkaitan dengan organisasi penyedia layanan, termasuk peran apakah
yang paling tepat untuk sektor swasta maupun masyarakat dalam penyediaan perkotaan,

termasuk organisaéi internal dari layanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah sendiri.
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Pemerintah Daerah perlu mampu mengambil keputusan dalam kaitannya dengan bentuk

organisasi dari dinas, unit swadana, badan pengelola dan BUMD.
2.2.1. Kebijakan Penanganan

Pembangunan Sistem Jaringan Jalan Nasional baik fisik, konstruksi maupun
pendanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pembangunan Sistem Jaringan
Jalan Daerah berupa fisik, konstruksi, pendanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah baik itu Pemerintah Propinsi untuk segmen jalan propinsi dan Pemerintah Kota /
Kabupaten untuk Jalan Kota / Kabupaten.

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Nasional menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat sedangkan untuk jalan daerah kegiatan ini menjadi tanggung jawab

Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota, Kabupaten).

Strategi Penanganan Jalan adalah sebagai berikut :
1. Strategi penanganan Pembangunan Baru mengacu pada SIDCOM (Survey,
Investigasi, Desain, Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan (Maintenance).
2. Strategi Penanganan terhadap jaringan yang telah dibangun, meliputi :
a. Melakukan Operasi dan Pemeliharaan secara berkesinambungan
b. Apabila Operasi dan Pemeliharaan‘tersebut belum cukup maka
¢.  Selanjutnya dilakukan pemeliharaan khusus
d. Apabila Pemeliharaan Khusus juga belum cukup maka
¢. Langkah selanjutnya dilakukan Rehabilitasi kemudian kembali ke pemeliharaan

rutin lagi secara berkesinambungan.
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2.2.2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor S Tahun 1990

Departemen Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 5 Tahun 1990
untuk mendorong diterapkannya suatu prosedur penyiapan dan penilaian anggaran untuk
operasi pemeliharaan. Alasan utama ditetapkannya prosedur baru ini adalah karena dalam
praktek yang berlaku sekarang kecenderungan dana operasi pemeliharaan disalurkan
sebagai anggaran pembangunan yang menimbulkan masalah-masalah seperti a) sulitnya
melakukan pendekatan yang sistematis terhadap penanganan kebutuhan operasi
pemeliharaan, b) anggaran operasi pemeliharaan bervariasi dari tahun ke tahun tergantung
besarnya dana pembangunan yang tersedia, ¢) perhitungan biaya operasi pemeliharaan

didasarkan pada kecenderungan histories dan kenaikan incremental setiap tahun, bukan

pada kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang

direncanakan.

Kegiatan Operasi Pemeliharaan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar prasarana jalan kota berfungsi denga baik, efisien, efektif dan aman.
Kegiatan pemeliharaan terdiri atas kegiatan pemeliharaan rutin daan periodic.
Pemeliharaan rutin adalah kegiatan pemeliharaan yang sifatnya preventip, ringan dan
dijadwalkan pelaksanaannya secara teratur dalam satu tahun. Pemeliharaan periodic
adalah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan berdasarkan selang waktu (interval)
tertentu biasanya lebih dari satu tahun. Rehabilitasi aadalah kegiatan yang ditujukan untuk
memulihkan kondisi prasarana kepada fungsinya semula. (Lampiran Keputusan Menteri

Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990).
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2.23. Pemeliharaan Jalan

Pemeliharaan Jalan memberi kontribusi di bidang transportasi dalam hal
pengurangan biaya yang berhubungan langsung dengan kondisi jalan dan biaya operasi
kendaraan (BOK). Pemeliharaan jalan yang tidak semestinya dapat menimbulkan
peningkatan hambatan kepada pengguna jalan, meningkatkan angka kecelakaan dalam
hubungannya dengan biaya sosial dan kepemilikan.

Pemeliharaan Jalan adalah penaganan jalan yang meliputi perawatan, rehabilitasi,
penunjangan dan peningkatan. (PP 26 tahun 1985 tentang jalan). Pemeliharaan rutin
adalah penanganan yang diberikan hanya terhadap lapis permukaan yang sifatnya untuk
meningkatkan kualitas berkendaraan (riding quality), tanpa meningkatkan kekuatan
struktural, dan dilakukan sepanjang tahun. Pemeliharaan berkala juga merupakan
pemeliharaan terhadap jalan pada waktu-waktu tertentu dan sifatnya meningkatkan
kemampuan struktural. Maksud peningkatan jalan adalah penanganan jalan guna
memperbaiki pelayanan jalan yang berupa peningkatan struktural dan atau geometriknya

agar mencapai tingkat pelayanan yang direncanakan,

Secara umum aktivitas pemeliharaan jalan dapat dibedakan dalam empat kategori

(Technical Paper : Worldbank, 1998 : 2).

a. Pemeliharaan Rutin. Yaitu pekerjaan yang dilakukan setiap tahun yang dibiayai dari
anggaran yang tersedia (recurrent budget). Aktivitas dapat dikelompokkan dalam tipe
kegiatan yang bersiklus dan tipe reaktif. Pek.erjaan yang bersiklus adalah pekerjaan
yang dilakukan dimana standar pemeliharaan menunjukkan frekuensi aktivitas yang
semestinya secara normatif dijalankan. Contohnya potong ranting pohon peneduh jalan
dan pembersihan saluran tepi jalan dimana kedua hal ini lebih dipengaruhi oleh

kondisi lingkungan daripada tingkat lalu lintas. Pekerjaan reaktif adalah dimana
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tingkat imtervensi ditentukan oleh standar pemeliharaan, biasanya ditentukan ketika
pemeliharaan dibutuhkan. Contohnya 'pekeljaan patching untuk merespon timbulnya

keretakan jalan ataupun lubang kerusukan jalan.

. Pemeliharaan Periodik Hal ini menyangkut aktivitas yang dilakukan pada interval

beberapa tahun untuk menjaga integritas struktural jalan atau untuk menyiapkan jalan
dalam menahan peningkatan beban sumbu kendaraan. Kategori di luar pekerjaan ini
adalah pekerjaan yang merubah geometri jalan salah satunya pelebaran. Pekerjaan
dapat dikelompokkan pada tipe pekerjaan pencegahan seperti resurfacing, overlay dan
rekonstruksi perkerasan permukaan jalan. Contohnya adalah resealing, pekerjaan
overlay yang dilakukan sebagai respon mengatasi kerusakan jalan. Pemeliharaan
periodik lebih mahal dari pekerjaan rutin juga relatif lebih lama rentang waktunya.
Sebagaimana pembiayaan umunya dalam basis reguler dimasukkan dalam recurrent
budget. Tetapi banyak negara mempertimbangkan aktivitas ini sebagai proyek discrete

dan dibiayai dari biaya modal (capital budget).

. Pekerjaan Khusus. Adalah aktivitas yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Aktivitas tersebut termasuk pekerjaan mendesak seperti perbaikan lereng, talud dan

biasanya dibiayai dari dana kontingensi.

. Pembangunan. Adalah pekerjaan konstruksi yang diidentifikasi melalui aktivitas

perencanaan dan dibiayai dengan biaya modal (capital budget). Contohnya
pembangunan jalan baru dari semula jalan tanah/kerikil menjadi jalan beraspal ataupun

berpermukaan beton.
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2.3. Permasalahan pengelolaan pemeliharaan jalan

Adapun sebab utama besarnya kesenjangan dalam operasi dan pemeliharaan antara
lain adalah terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi
kebutuhan operasi dan pemeliharaan jalan yang terus meningkat, belum efektifnya
penggunaan metode pemulihan biaya untuk membiayai kegiatan operasi pemeliharaan,
penerapan strategi yang kurang tepat dalam pemeliharaan, prosedur penganggaran yang
terpisah — pisah dan prioritas alokasi yang rendah diberikan pada operasi pemeliharaan.
Kesenjangan ini diperbesar dengan masih terbatasnya kemampuan manajemen yang
menangani operasi dan pemeliharaan. (Lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri No. 5
Tahun; 1990;1).

Permasalahan pengelolaan pemeliharaan jalan yang buruk diketahui dengan
beberapa alasan. Pertama, dana dan kebutuhan biayanya yang besar. Kedua kerusakan
jalan dipercepat oleh waktu dan keadaan musim. Gejala ini menyulitkan dalam
memperkirakan kebutuhan saat ini akan pemeliharaan jalan, hasilnya lebih banyak biaya
perawatan karena akan rusak lagi seturut musim dan waktu. Akhirnya penanggungjawab
jalan membatasi dari pengaruh karena tak terpelihara. Dengan demikian akan memberikan
sedikit insentif bagi dinas untuk melaksanakan pemeliharaan jalan yang lebih baik. (Haral

dan Faiz, 1988 dalam Hermawan, 2000:1).

2.3.1. Penyebab Pemeliharaan yang buruk
Heggie menunjuk sekurang-kurangnya empat penyebab pemeliharaan jalan yang
buruk. Yaitu institusi organisasi, persoalan sumberdaya manusia, tidak mencukupinya

penyediaan pembiayaan dan tidak jelasnya tanggung jawab.
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2.3.2. Organisasi dan Kelembagaan

Pemeliharaan jalan yang lemah dipengaruhi oleh  syarat secara teknis,
institusional dan biaya yang bésar, tetapi syarat institusional yang paling menonjol (Haral
and Faiz, Ibid). pemeliharaan yang buruk ini secara tipikal dihasilkan dan lemahnya
tekanan publik kepada pengelola jalan karena mereka tidak memberikan layanan
transportasi jalan. Dengan demikian, mereka tidak menderita secara langsung dari
pemeliharaan yang jelek sebagaimana operator jalan kereta api misalnya. Atau mereka
secara normal menjual pelayanan kepada pengguna jalan dalam pasar yang kompetitif.
Yadi mereka tidak menunjukkan biaya total dari pemeliharaan yang dilupakan, atau mereka
subyek dari tekanan pasar. Karena pengguna jalan tidak membayar langsung dari
penggunaan jalan, mereka tidak dapat menuntut dinas jalan untuk menjadi akuntabel
bagaimana mereka mmbelanjakan dananya. Lebih jauhlagi efek dan mengesampingkan
pemeliharaan sepertinya tidak dapat disangkal sebelum persoalan menjadi akut.

Roth juga menunjukkan bahwa dibawah institusi yang ada, kepemilikan jaringan
jalan sering tidak jelas, khususnya ketika pemilik tergantung pada yang lain untuk jumlah
pendanaan (Gabriel Roth, 1996 : 11). Tanpa kepemilikan firma, pimpinan dan pekerja
memiliki insentif untuk membuat keuntungan jangka pendek, tetapi tidak untuk menjaga
asset, jaringan jalan. Tambahan lagi elemen yang mendasar dalam kepemilikan properti
adalah suatu eksistensi individual yang berdiri menjadi bertambah buruk dalam hal nilai
dan tantangan bila akan meraih pertambahan nilai. Hal ini sering ditemukan di sub sektor
jalan.

Mekanisme akuntabilitas juga tidak ada dibawah penentuan intitusi yang
sekarang. Karena tidak ada jalur langsung antara penyedia jalan dan pengguna, pengguna

jalan biasanya dalam posisinya tidak memungkinkan membert ganjaran dan hukuman
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dengan apa yang terjadi. Bila pengguna jalan berkeinginan untuk mempengaruhi jaringan
jalan yang dikelola, mereka harus melalui proses di jalur politik, misalnya untuk mencapai
perubahan dalam penggalangan dana atau penentuan personel. Hal ini merupakan proses
sulit dan memakan waktu. Labih-lebih lagi sering dalam hal pegawai yang bertanggung,
jawab untuk penyediaan jalan ditugaskan untuk melaksanakan keputusan politik

pemerintah, yang mempertimbangkan jalan sebagai satu satu isu dari banyak yang lain.

2.3.3. Permasalahan sumber daya manusia

Kebijakan pemeliharaan yang lemah juga mempunyai hubungan dengan kualitas
dan kuantitas dari sumber daya manusia di kebanyakan dinas jalan. Secara tipikal banyak
dinas jalan mengalami masalah dari kurangnya staf yang berkompeten dan pada saat yang
sama memperkerjakan banyak tenaga tidak terampil. Lebih lanjut, lemahnya sistem
ganjaran dan insentif sering tidak mendukung inisiatif individual, akuntabilitas personal
dan rendahnya moral. Persoalan Sumber daya manuisa yang akhir adalah
ketidakseimbangan dalam ketrampilan profesional. Staf di dinas jalan cenderung menjadi
ahli teknik yang kuat dalam aspek teknis dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan,
tetapi lemah dalam ketrampilan analitis dan manajerial yang dibutubkan untuk menjaga

jaringan jalan pada waktu yang lama.

2.3.4. Kurangnya kejelasan tanggung jawab

Ketidak jelasan tanggung jawab dalam mengelola jaringan jalan mendorong juga
lemahnya pemeliharaan. Tanggung jawab yang jelas berarti jelasnya kepemilikan dan
selanjutnya siapa yang bertanggung jawab apabila tampilan jalan tidak sesual dengan

standard yang telah dispesifikasikan. Kenyataannya tanggung jawab untuk pemeliharaan
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jalan sering bercampur diantara kementrian pemerintah pusat dan pemerintah lokal

mengarah pada duplikasi, kebingungan dan rendahnya kebijakan pengelolaan yang sesuai.

2.3.5. Pembiayaan jaringan jalan

Dari pernyataan terdahulu, pembiayaan untuk pemeliharaan jaringan jalan tidak
mencukupi dalam j‘angka panjang. Banyak pemerintah mencoba untuk menghemat dengan
tidak menghabiskan pada pemeliharaan jalan tanpa menyadari bahwa penghematan
tersebut berarti biaya yang lebih besar di masa datang. Sistem yang sekarang tidak mampu
dalam mengurangi biaya jangka panjang karena alokasi dana digambarkan dengan
perspektif jangka pendek.
Konsep ini menyarankan bahwa mekanisme pembiayaan harus mendukung dinas jalan
untuk menggunakan sumber-sumber secara efisien, batas cakupan dari jaringan jalan
adalah apakah terjangkau dan hanya membangun jalan baru ketika sumber-sumber

tersedia untuk pemeliharaan.

2.3.6. Ketidak cukupan penyediaan anggaran

Berkebalikan dengan aktivitas pembangunan jalan yang pada umumnya singkat,
pemeliharaan lebih lama atau merupakan aktivitas yang kontinyu yang membutuhkan
cukupnya dan stabilnya aliran dana. Tanpa hal itu kebijakan pemeliharaan tidak akan
mengalami keberlanjutan. Selanjutnya Robinson menyarankan bahwa pengelolaan
jaringan yang efektif menuntut tingkat dana sekurang-kurangnya memadai untuk menjaga
asset jalan utama pada kondisi stabil pada waktu yang lama. (Robinson, 1998 dalam
Hermawan, 2000:12). Pemeliharaan yang mencukupi dibuat untuk mencapai penguatan
pekerjaan yang dipersyaratkan. Apabila jaringan jalan diperpanjang atau ditingkatkan

biasanya lebih dari tingkat minimum dibutuhkan.
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Secara tradisional, pendanaan untuk jalan datang dari pemerintah melalui
pendanaan umum. Beberapa studi menyimpulkan bahwa banyak negara menemukan
bahwa sulit untuk menjaga pendanaan jalan pada tingkat yang sama pada saat lalu
(Robinson, ibid). Bagian dari alasan untuk tekanan fiskal pada pendapatan pemerintah
yang umum, tetapi ada juga beberapa alasan yang lebih fundamental mengapa kebutuhan
untuk pendanaan jalan yang memadai tidak selalu terlihat sebagai prioritas oleh
pemerintah (Heggie, 1995, sebagaimana telah dikatakan dari Robinson, ibid). Adalah hal
yang biasa dimana-mana bahwa jalan kelihatan baik biasanya dan didanai seperti sebuah
pelayanan sosial. Pengguna jalan membayar pajak dan pengguna jalan membayar dan
prosesnya hampir selalu diperlakukan sebagai pendapatan umum. Jalan didanai melalui
dana alokasi yang ditentukan sebagai bagian dari proses pendanaan pemerintah tahunan,
Alokasi ini sering muncul sedikit hubungan kepada tingkat pendanaan dimana pengguna
jalan secara aktual mendukung untuk memperoleh pendapatan atau mencukupi kebutuhan
dari jaringan, diukur dalam hal kriteria ekonomis. Studi yang dilakukan oleh Heggie (1999
dalam Hermawan, 2000 :12) menyatakan bahwa hampir semua negara yang membiayai
jalan mereka melalui dana yang terkonsolidasi memperoleh sedikit pembiayaan untuk
investasi dan pemeliharaan.

Hal ini membingungkan bahwa dibawah mekanisme pendanaan pengguna secara
umum tidak memberikan persepi setiap harga unfuk pengggunaan jalan. Akibatnya ada
kecenderungan menjadi bias dalam hal bagaimana jalan dipelihara, karena tidak ada arah
antara pendapatan dan pembiayaan. Hal ini dapat secara sederhana diilustrasikan sebagai
berikut. Karena pengguna jalan tidak membayar secara langsung untuk jalan, mereka tidak
mendukung untuk memilih apakah dan bagaimana untuk membuat perjalanan atau lebih

khusus lagi untuk meminta pengelolaan jalan lebih akuntabel dalam bagaimana mereka
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mempergunakan dananya. Lebih-lebih lagi, ketiadaan akan jalur organisasi antara
pendapatan dan pembiayaan membuat pengguna jalan untuk melihat lebih jauh
pengeluaran/penggunaan jalan karena dibiayai dari pendapatan pajak wmum dan tidak
mempengaruhi pembayaran dari pengguna jalan. Tanpa biaya tentangan dan tekanan
pengguna dana yang besar dari pengguna jalan, pengguna jalan tidak memenuhi untuk
mengelola suber-sumber secara efisien (Robinson, ibid).

Sebaliknya untuk nilai yang besar dari asset, dinas jalan yang mengelola tidak
memiliki kebebasan finansial. Tidak ada sumber lain yang memungkinkan kecuali grant
dari pemerintah dan kensekuensinya, tidak ada tanggung jawab dari setiap orang atau

pegawainya bahwa inilah penyedia grant tersebut.

2.3.7. Pendekatan Nilai Asset

Satu pendekatan kepada pemeliharaan jalan adalah untuk menilai jaringan jalan
sebagai asset. Sesuai konsep ini jaringan jalan harus dipandang sebagai aset finansial dan
dikelola selayaknya hasil dari keegiatan ini harus dievaluasi dalam terminologi moneter.
Seperti konsep tempat menekankan pada isu keberlanjutan investasi yang dibuat dalam
sektor transportasi. Ini berarti bahwa asset jaringan jalan tidak diperbolehkan
berkurang/menurun.

Pendekatan kuantitatif ini menolong untuk menujuk aspek-aspek manajemen
tersebut yang membentu untuk memelihara atau meningkatkan nilai asset. Merujuk pada
hal ini Schliessller menyarankan bahwa konsep dapat digunakan baik pada tingkat
penerapan keberhasilan atau kegagalan terhadap kebijakan pemeliharaan di masa lalu atau

untuk menguji keuntungan strategi pemeliharaan lain yang mungkin di masa datang.
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Melihat jaringan jalan sebagai sebuah asset, ECLAC memberikan sebuah definisi

tentang asset jaringan jalan nasional. Ditunjukkan semua infrastruktur jalan, yang
diharapkan penggunaan dan kemanfaatan untuk generasi sekarang dan akan datang. Nilai
asset jalan dapat dikalkulasikan dalam terminologi moneter. Pada tiap waktu, suatu
jaringan jalan dapat dilihat memiliki nilai finansial tertentu. Dengan menjumlahkan nilai
aset jalan untuk semua jaringan pada jaringan, asset jaringan jalan nasional dapat
diperkirakan.

Secara tipikal, pendekatan asset jalan dapat dikategorikan sebagai bagian dari
manajemen asset dalam skala besar. Menurut AASHTO, manajemen asset adalah proses
sistematis dari pemeliharaan, peningkatan dan mengoperasikan biaya aset fisik secara
efektif. Dalam suasana yang meluas, asset ini termasuk tidak hanya hal yang fisik saja
tetapi juga menyangkut sumbe daya manusia, teknologi demikian juga metode.

Pengembangan pendekatan nilai asset jalan tidak berkembang sejauh konsep
nilai aset secara umum. Menurut John Howe, pendekatan ini diperkenalkan oleh Bank
Dunia dan GTZ pada Sub — Saharan Africa Road Maintenance Initiative (Howe, 1998
dalam Hermawan, 2000:14). Konsep aset jalan dipertimbangkan sebagai alat yang
membuat dimungkinkannya untuk mengevaluasi hasil dari kebijakan perbaikan jalan yang
diterapkan di masa lalu (Schliessller). Nyatanya, konsep ini juga dapat digunakan untuk
membandingkan akibat dari dua atau lebih strategi pemeliharaan sebagaimana
dikembangkan oleh John Howe.

Tambahan lagi, John Howe juga mengembangkan ide dasar dari pendekatan asset jalan
e Nilai asset yang berlaku dari tiap jaringan jalan dapat diperkirakan dalam terminologi

moneter dengan ketelitian yang akurat pada waktu tertentu, dalam hal sama
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sebagaimana neraca suatu perusahaan. Sebagaimana dibicarakan sebelumnya,
penggantian nilai dari asset digunakan sebagai perkiraan dari nilai asset yang berlaku.

» Penundaan setiap kebutuhan pemeliharaan akan menghasilkan peningkatan kerusakan.
Hal ini berakibat penurunan dari nilai asset. Kombinasi dengan faktor lain, yang juga
secara nyata mempengaruhi kerusakan jalan diasumsikan pada kondisi normal.
Dengan demikian gambaran yang dikembangkan oleh Schiiessller tentang siklus
normal dari jalan akan digunakan dan tingkat penurunan dalam nilai asset
sebagaimana fungsi terhadap waktu (tahun).

e Setiap investasi jalan baru atau rehabilitasi dari jalan yang tidak dapat dipergunakan
sekarang ini akan bepengaruh pada peningkatan nilai asset jaringan. Hal ini
sepertinya lebih sebagai counter balance terhadap kehilangan dari tak terpeliharanya
rute yang dapat terpelihara.

e Dengan demikian setiap program jalan dapat di dipertimbangkan apakah akan
meningkat atau tidak nilai netto asset jaringan. Program yang menghasilkan

pengurangan nilai asset tidak dapat begitu saja dipandang sebagai perkembangan.

Secara tipikal suatu jalan memiliki tiga komponen utama, lahan dimana lokasi
agkan  dibangun, penyiapan pekerjaan tanah dan struktur jalan. Meskipun setiap
komponen menujukkan biaya tertentu, nilai jalan ditentukan hanya didasarkan pada
pekerjaan penyiapan tanah dan biaya struktur jalan, termasuk beberapa pondasi dasar dan
perkerasan. Alasan tidak mengambil biaya pengadaan tanah karena biayanya tidak
berubah dan tidak ada pengaruh pada nilai total asset. Dengan demikian nilai asset dari

jalan baru akan sama dengan biaya dua komponen yang tersebut di atas.
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Karena ada bebrapa klasifikasi kondist jalan nilai jalan juga ditentukan oleh tipe kondisi
yang bebeda. Sebagai mana ‘dibicarakan ada lima Kklasifikasi kondisi jalan yaitu dari
sangat baik sampai sangat buruk. Suatu jalan dengan kondisi sangat baik identik dengan
jalan baru. Nilai jalan yang tidak dihitung berdasar nilai apabila baru ( penggantian nilai
atau nilai maksimun teoritis) minus biaya dengan kondisi sekarang sampai kondisi sangat

baik.

2.3.8. Mengelola jaringan jalan

Menurut konsep ini pengelolaan jaringan jalan harus merelokasi ke arah
leingkungan dimana mereka dapat melaksanakan secara efektif dan efisien, sejak
penyiapan institusi :

a. Henya mengusulkan ukuran dan kebijakan, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk
keputusan karena keputusan akhir di tangan pemerintah

b. Ditujukan untuk perturan administratif dan finansial yang mendorong dan melarang

¢. Menerima sumber pembiayaan dari pemerintah yang menyarankan sumber-sumber
tersebut kepada penggunaaan yang spesifik

d. Penghitungan penggunaan dana yang dialokasikan tetapi secara eksplisit untuk kondisi
jalan atau nilai dari asset jalan.

Selanjutnya, organisasi yang otonom seperti perusahaan pengelola jaringan jalan
dipertimbangkan untuk mengelola jaringan jalan sebagaimana pelayanan publik yang lain
seperti air, listrik dan sebaginya. Tetapi tanggungjawab untuk menjaga keselamatan publik
interes pada bidang jalan akan mengingatkan dalam lingkungan dimana itu dimiliki, dalam
dinas yang kecil berspesialisasi dimana administrasi publik dan bertindak mewakili

negara.
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Dengan demikian pengelolaan jalan membutuhkan untuk diorganisasikan dalam
semacam bentuk yang dapat merespon dalam cara terbaik yang mungkin kepada kondisi
spesifik dan khusus dari jaringan jalan, kehendak masyarakat dalam hal jalan dan
kebutuhan pengguna jalan.

Tantangan untuk dinas jalan adalah baik itu efektif dan efisien dengan selalu
menjaga jaringan jalan dalam kondisi baik atau pra persetujuan tingkat pelayanan pada
biaya terendah yang mungkin. Ini dapat dicapai melalui pengelolaan yang baik dan
penggunaan teknologi yang sesuai. Kemudian untuk mencapai tujuan efektif dan efisien ,
sistem pengelolaan jaringan jalan di masa datang akan membutubkan adanya target-target
seperti yang di nyatakan oleh ECLAC :

- Target pertama : Dominannya teknisi dan profesional dalam pengambilan keputusan.
Ini menuntut bahwa pengelolaan dan pemeliharaan dibiayai sendiri, jadi menghindari
ketergantungan pada alokasi pendanaan dari pembiayaan tahunan pemerintah, program
menjadi jangka panjang sehingga semua peramalan operasi di masa datang dapat
diprogramkan, dan suatu formula mengikuti partisipasi pengguna jalan yang
terorganisasi dalam pembentukan program konservasi dan menjamin aplikasi dapat
diciptakan.

- Target kedua : akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan jaringan jalan.

- Target ketiga : kejelasan insentif dan sanksi pada pengelolean jaringan jalan.

- Target keempat : penciptaan iklim dan kepercayaan diri dan kooperasi terhadap semua

jalan yang dikonsesikan, kontraktor dan lembaga pemerintah.

2.3.9. Konsep Pemeliharaan Jalan yang baik (ECLAC)
Menjawab kondisi yang telah disebutkan di atas, Economic Commision for Latin

America and Carribean Countries mengusulkan konsep pemeliharaan yang sehat.
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Menurut konsep ini, tidaklah ekonomis membiarkan jalan menjadi rusak agar rehabilitast
dan rekonstruksi diperiukan. Pekerjaan pemeliharaan seperti rutin dan periodik harus
dilaksanakan pada saat yang tepat, dilain pihak kalau tidak dilakukan lebih banyak biaya
pemeliharaan diperfukan.
Tujuan dari konsep pemeliharaan jalan yang sehat adalah :
a. menjamin pemeliharaan jaringan jalan yang memadai dengan biaya yang rasional.
b. menjamin pemeliharaan jalan yang memadai tidak hanya jangka pendek tetapi juga
jangka panjang
c. kecenderungan untuk mengoptimasikan hubungan biaya manfaat dari sistem
transport yang tidak sama seperti mencoba untuk menyelesaikan sedikit mungkin
jalan
d. penggunaan dana yang rasional
e. meminimalkan kerusakan lingkungan
Konsep ini juga menyarankan beberapa perubahan dalam pengelolaan dan
pembiayaan pemeliharaan jalan. Tambahan lagi pengukuran baru untuk menerapkan

keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemeliharaan juga diperkenalkan.

2.4, Efisiensi dan Efektifitas dalam Pengelolaan Pemeliharaan Jalan Kota
2.4.1. Efisiensi.

Pengertian mengenai efisiensi sangat beragam dari berbagai macam bidang,
menurut Summer H. Slichter (Sarwoto, 1994) ada tiga macam efisinsi pada dewasa ini,
yaitu:

1. efisiensi mesin/benda vaitu, perbandingan antara jumlah satuan benda yang

dipergunakan dengan benda yang dihasilkan.
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2. efisiensi perusahaan/keuangan yaitu, perbandingan antara dollar yang dikeluarkan

dengan hasil yang masuk.

3. efisiensi kemanusiaan/sosial yaitu, perbandingan antara pengorbanan-pengorbanan

manusia dengan penghasilan atau kemanfaatan bagi manusia yang dapat dinikmati.

Dari definisi di atas, pada dasarnya menekankan kepada perbandingan antara masukan

(input) yang digunakan dan keluaran (output) yang dihasilkan.

Dalam kegiatan staf, pengertian efisiensi menurut (Sarwoto, 1994) menggunakan
terminologi efisiensi kerja dengan pengertian bahwa efisiensi kerja dalam kegiatan staf
adalah perbandingan terbaik antara suatu usaha dengan hasilnya. Perbandingan terbaik ini
dapat dilihat dari dua segi, yitu segi hasil dan segi usaha sebagai berikut:

1. Segi hasil, suatu usaha dapat dikatakan efisiensi kalau usaha itu memberikan hasil
yang baik. Terbaik dalam arti mutu maupun jumlah daripada hasil yang dikehendaki.

2. Segi usaha, suatu usaha dapat dikatakan efisien kalau suatu hasil yang dikehendaki
dapat dicapai dengan usaha teringan. Teringan dalam hubungan dengan pemakaian
tenaga jasmani, pikiran, waktu, ruang, benda dan vang.

Dengan mengesampingkan faktor-faktor manusia sebagai pelaksana kerja dan
lingkungan dimana kerja itu diselenggarakan maka efisiensi kerja seseorang terutama
ditentukan oleh cara kerjanya yang mencakup pengertian tata kerja, prosedur dan sistem

kerja.

2.4.2. Efektifitas.
Pengertian efektifitas dari berbagai bidang keahlianpun amat beragam dan
tergantung pada konteks apa efektifitas tersebut digunakan, namun demikian pada

umumnya para ahli sependapat bahwa efektifitas itu pada prinsipnya adalah seberapa besar
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hasil guna yang tercapai dengan menggunakan semaksimal mungkin alat atau sumber daya

yang tersedia.

Urban Institut (Bintarjo, E. 1997) mendefisikan pengertian efektifitas (measure of

effectivenes) sebagai berikut;

1.

2.

Tingkat dimana tujuan-tujuan jésa pelayanan yang dikehendaki terpadu.
Tingkat dimana terdapat dampak jasa pelayanan pada komunitas yang tidak

dikehendaki dan bertentangan.

. Kecukupan kuantitas dari kualitas jasa pelayanan yang diberikan berbanding dengan

kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan komunitas dan kemauan untuk membayar.
Kecepatan dan keramahan yang ditujukan dalam menanggapi permintaan penduduk.

Persepsi msyarakat pada kepuasan dan jasa pelayanan yang diberikan.

Sementara menurut G.C. Edwards Il (Isworo, 1996) bahwa syarat-syarat yang

penting bagi efektifitas suatu kebijakan adalah:

1.

Komunikasi, biasanya suatu kebijakan menyangkut banyak pihak, terutama para
pelaksana kebijakan sehingga satu sama lain saling berhubungan secara sinergis.
Sumber daya manusia, merupakan orang-orang yang melaksanakan pekerjaan/tugas
sesuai dengan jumlah maupun mutu yang diperlukan serta adanya wewenang dan
tanggung jawab yang jelas dan dilengkapi fasilitas memadai.

Sikap para pelaksana, adanya kesepakatan terhadap kebijakan yang ditentukan
melalui penciptaan melalui budaya organisasi.

Struktur birokrasi, yaitu struktur yang mampu mewadahi proses kerja organisasi

bersangkutan dan pengaruh lingkungan.

[UPT-PUST AK-UNBP]
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2.4.3. Aspek Manajemen Pemeliharaan Jalan

Pengelolaan pemeliharaan jalan suatu kota bertujuan untuk melayani penduduk
yang secara tidak langsung turut mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi karena
kondisi jalan tetap terjaga dengan baik,

Makin padatnya penduduk suatu pemukiman atau kota dengan segala aktifitasnya,
permasalahan perlu untuk dikelola secara profesional. Untuk dapat mengelola menurut
Tchobanoglous (dalam Bintarjo, 1997) ada beberapa aspek yang perlu dilihat dalam
kinerja manajemen pemeliharaan jalan yaitu:

1. Aspek kelembagaan, melihat mekanisme kelembagaan yang dapat menunjang
kelancaran pelaksanaan manajemen pemeliharaan jalan kota.

2. Aspek teknis, pada dasarnya menilai efisiensi pelaksanaan pemeliharaan jalan.

3. Aspek keuangan, dengan kondisi terbatasnya dana, pemerintah untuk melaksanakan
tanggung jawabnya dalam membiayai operasi pemeliharaan jalan.

4. Aspek sosial, yang berupa' peran serta masyarakat dan swasta, merupakan fgktor yang
mempunyai kontribusi yang besar terhadap keberhasilan pelaksanaan pemelibaraan

jalan.

2.4.3.1. Aspek Kelembagaan.

Kelembagaan atau institusi umumnya diarahkan kepada organisasi, wadah atau
pranata. Organisasi hanyalah wadahnya saja, sedangkan pengertian lembaga mencakup
juga aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi
atau suatu sistem,

Lembaga adalah :

..... aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau orgamisasi yang memfasilitasi

koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan dimana setiop
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orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai
tujuan bersama yang diinginkan (Ruttan dan Hayami, 1984, dalam Tony Djogo, et al,
2003 : 3).

..... Penataan institusi (institutional arrangements) dapat ditentukan oleh beberpa unsur :
aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk
menentukan, menegakan hokum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan
operasional sserta mengatur hubungan kewengan organisasi (Ostrom, 1985; 1986 dalam

Tony Djogo, et al; 2003 : 4)

...Sekumpulan batasan atau factor pengendali yang mengatur hubungan perilaku antar
anggota atau antar kelompok.Dengan definisi ini kebanyakan organisasi umumnya adalah
institusi karena organisasi umumnya mempunyai aturan yang mengatur hubungan antar
anggola maupun dengan orang lain di Iluar organisasi ity (Nabali dan Nugent, 1989
dalam T¢ onj Djogo, et al, 2003 : 4)

....North membedakan antara institusi daari organisasi dan mengatakan bahwa institusi
adalah aturan main sedangkan organisasi adalah pemainnya.(North, 1990 dalam Tony
Djogo, et al, 2003 : 4).

Unsur - unsur kelembagaan dari berbagai definisi yang ada dapat di rangkum
berbagai unsur penting, diantaranya : norma yang mengatur manusia baik sebgai
kelompok masyarakat atau organisasi, peraturan yang memfasilitasi sumber daya,
koordinasi, kewenangan dan penegakan aturan / hukum, organisasi.

| Perpaduan antara berbagai pendekatan ini biasa menghasilkan analisis
kelembagaan. Pendekatan analisis kelembagaan dari sudut utama yaitu lembaga sebagai
organisasi dan lembaga sebagai aturan main. Kelembagaan bisa berkembang baik jika ada
infrastruktur kelembagaan, ada penataan kelembagaan dan mekanisme kelembagaan.
Institusi/kelembagaan dalam sistem pengelolaan pemeliharaan jalan memegang peranan
yang sangat penting, meliputi status, struktur organisasi, fungsi tanggung jawab dan

wewenang serta koordinasi dari badan pengelola.
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Menurut Ditjen Bina Marga (1983) dalam manual pemeliharaan jalan no.

03/MN/B/1983 sesuai dengan lingkup pekerjaan perawatan yang sifatnya tersebar, maka
organisasi pekerjaan pemeliharaan jalan diselenggarakan dengan menggunakan struktur
Dinas Pekerjaan Umum yang ada sampai dengan seksi-seksi. Pekerjaan imi dapat
diselenggarakan secara swakelola karena sifatnya yang kontinyu, dengan tidak menutup
kemungkinan adanya penggunaan kontraktor secara parsial. Untuk menjamin agar
pekerjaan pemeliharaan terselenggara dengan baik, maka suatu program yang realistis
mengenai pekerjaan periu lebih dahulu disiapkan. Kepala PU Wilayah/ Daerah/Seksi
sebagai pengendali pelaksanaan membuat program tersebut, dengan mengingat faktor-
faktor berikut :
a). Kebutuhan suatu jaringan jalan
b). Peralatan yang tersedia
¢). Tenaga kerja yang tersedia
d). Kebutuhan bahan-bahan
e). Biaya yang tersedia
Penyusunan struktur organisasi menurut Hartoyo (1988) perlu didasari atas

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pola kerja matrik.

2. Pengelompokkan beban kerja yang seimbang.

3. Rentang kendali internal sesuai batas kemampuan.

4. Mengacu kepada pedoman penyusunan struktur organisasi dan tata kerja dinas

pelaksana daerah.
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Jumlah personil unit pengelola pemeliharaan jalan harus cukup memadai baik

kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan fugasnya. Dalam pengelolaan pemeliharaan
jalan masalah kemampuan manajemen dan teknik sangat diperlukan.

Tatalaksana institusi pengelola pemeliharaan jalan secara umum perlu
memperhatikan prinsip-prinsip dasar manajemen yang dapat menciptakan interaksi positif
antara unsur-unsur organisasi, sehingga dapat menghasilkan kinerja pengelolaan menjadi
lebih optimal baik dari segi administratif maupun teknis operasional di lapangan.

Pengelolaan pemaliharaan jalan dalam kegiatannya sangat ditentukan oleh
perarturan yang mendukungnya. Peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung
jawab pengelola pemeliharaan jalan.

Menurut Ditjen Cipta Karya (1991) kriteria Peraturan Daerah/Peraturan yang baik
adalah sebagai berikut:
1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, tidak

bertentangan dengan yang berderajat lebih tinggi.

2. Harus sesuai dengan sistem perngelolaan yang akan ditetapkan.
3. Peraturan tersebut harus sesuai dengan karakteristik yang diterapkan.
4. Jelas, tidak banyak mengundang arti/terukur.
5. Fleksibel, sehingga dapat memberikan pedoman yang luwes.
6. Mempunyai masa berlaku yang terbatas.

Memperhatikan permasalahan pemeliharaan jalan di perkotaan disini jelaslah
bahwa yang menangani pemeliharaan jalan kota adalah Pemerintah Daerah setempat,
maka perlu diteliti bagaimana mekanisme kelembagaan dan dinas pengelola dapat

melaksanakan pelayanan dalam kondisi sarana dan prasarana maupun dana yang ada.
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Adapun pelaksanaan pelayanan dari lembaga pemerintah dalam menangani
pemeliharaan jalan menyangkut pemeliharaan rutin ataupun pemeliharaan berkala.

Menurut Ditjen Cipta Karya (1991) jumlah kebutuhan tenaga operasional
memperhatikan: 1.) Pengendalian; 2.) Jumlah peralatan, 3.) Rancangan operasional; 4.)
Keperluan tenaga penunjang; 5.) Beban penugasan.

Sementara menurut Hartoyo (1998) jumlah personil institusi pengelola
pemeliharaan jalan perlu memperhatikan:
1. Rancangan operasional dan beban tugas

2. Jumlah dan jenis peralatan

2.4.3.2. Aspek Anggaran

Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan daefah, diperlukan sumber-
sumber pembiayaan yang memadai. Dalam hal investasi pemerintah daerah, sebagaimana
dijelaskan dalam pasal 78 ayat (1) dan (2) UU No. 22/1999 dinyatakan bahwa
penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
dibiayai atas beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Selanjutnya dalam
pasal 79 UU No. 22/1999 dan juga pasal 3 dan 4 UU No. 25/1999 telah digariskan bahwa
sumber pendapatan daerah dalam APBD terdiri atas (i) Pendapatan asli daerah, yéitu
berupa (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil perusahaan milik daerah,
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta (d) lain lain pendapatan asli
daerah yang sah. (ii) Dana Perimbangan,; (jii) Pinjaman Daerah; (iv) Lain —lain pendapatan
daerah yang sah. Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintah Daerah , meliputi : (a) Pendapatan Asli Daerah; (b) Penerirnaan

dari Pemerintah; dan (c¢) Lain-lain pendapatan yang sah. Dana yang berasal dan ketiga
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sumber tersebut saling menunjang satu sama lain untuk mewujudkan pelayanan terhadap
kebutuhan masyarakat.

Pendapatan Ash Daerah meliputi pajak daerah, retabusi daerah, laba perusahaan
daerah, dan lain-lain usaha daerah yang sah. Pajak daerah adalah kewajiban penduduk
menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian
atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman.

Pajak daerah memenuhi beberapa persyaratan antara lain : (1) Pajak daerah tidak
boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat: (2) Pajak
daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya; (3) Biaya administrasi harus
rendah; (4) tidak mencapuri sistem perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang
ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.

Pembiayaan perawatan jalan dapat berasal dari: Pendapatan Nasional, bantuan
proyek dan bantuan teknik, pendapatan darah (Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kota/Kabupaten). Sebagai pedoman umum maka pembiayaan perawatan diatur menurut
klasifikasi jalan sebagai berikut :

Jalan Arteri . APBN

Jalan Kolektor ~ : APBD Propinsi

Jalan Lokal : APBD Kota / Kabupaten

Jalan Tol - Pengelola Jalan Tol

Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, maka ditempuh usaha - usaha
memadukan program antar instansi, antara lain dalam usaha menghindarkan tumpang
tindih pendanaan, dengan memperhatikan :

- Lingkup tugas menyeluruh

- Kemampuan pendanaan masing-masing sumber dana




58
- Kejelasan pembagian lingkup tugas dan tanggung jawab.

2.4.3.3. Aspek Teknis.

Untuk meningkatkan pertumbuhan eiconomi antar daerah, membuka daerah
terisolir dan keseimbangan pengembangan wilayah serta menjamin stabilitas keamanan
suatu wilayah, maka pembinaan jaringan jalan raya, jembatan dan bangunan-bangunan
pelengakap jalan memegang peranan yang penting. Pembinaan jaringan jalan berupa
1. Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan / jembatan baik secara rutin maupun

berkala
2. Kegiatan peningkatan jalan/jembatan baik secara struktur maupun kapasitas jalan

jembatan.
3. Kegiatan pembangunan jalan/jembatan lengkap dengan bangunan-bangunan pelengkap

jalan

Usaha pembinaan jalan ditujukan agar jaringan jalan dapat menyelenggaraakan

perannya dengan baik. Sebelum suatu ruas jalan habis masa pelayanannya pemeliharaan
jalan harus dapat membawa ruas tersebut ke kondisi pelayanan mantap dengan masa
pelayanan yang lebih panjang. Sementara itu suatu ruas jalan dengan kemampuan
pelayanan mantap, dapat pula mengalami kerusakan setempat, yang mengakibatkan
penurunan kemampuan pelayanan menyimpang dari yang telah diperhitungkan.
Penanganan kerusakan setempat seperti ini dikelompokkan sebagai kegiatan rahabilitasi
jalan.

Teknis Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kota dapat dilihat pada tabel IL.3.

berikut ini.
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TABEL 1.3, OPERASI DAN PEMELIHARAAN JALAN KOTA

(%)

-~ D

10

11

Perkerasan Jalan

1.1. Hotmix, HRS, Sand
Sheet, Aspal Beton

1.2. Penetrasi

1.3. Laburan Aspal
(Surface Dressing)

1.4. Butas
1.5. Beton Semen

1.6. Blok Terkunci
(Inter Block)

1.7. Tanah
1.8. Kenkil
Bahu Jalan
Kerb

Median
Trottoir (side walks)
Jembatan

Oprit Jembatan
(Approach Road)

Jembatan
Penyebarangan

Drainase Jalan

Tembok Penahan Tanah
(retaining wall)

Talud
slops)

samping  (side

Pemeliharaan rutine
dan berkala

Stabilisasi

Pemeliharaan rutin
dan berkala

Pemeliharaan Rutin
dan berkala

a. Painting
b. Sealing
c. Surface Dressing
d. Overlay

a. Mencegah Genangan air
b. Pemadatan
Pembentukang/grading

Grading, compacting, sealing
Perbaikan Ringan, penggantian

Perbaikan Ringan, penggantian
Perbaikan Ringan, penggantian
Pengecatan dan perbaikan
Pengecatan dan perbaikan

Lining & unlined

Penurapan, perbaikan
Grading, penurapan, perbaikan

Sumber : Tata cara penyusunan Program pemeliharaan Jalan Kota no. 018/I/BNKT/1990, Dirjen Bina Marga
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Susunan regu pemeliharaan jalan ditentukan oleh Kepala PU Wilayal/

Daerah/Seksi, seperti tercantum pada program pekerjaan, dengan memperhatikan faktor-

faktor seperti jenis penanganan, bahan dan peralatan serta lingkup pekerjaan.

Peraturan perundang-undangan, ketentuan teknis untuk perencananaan

pelaksanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan jalan/jembatan antara lain :

1.

10.

Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah nomor 2 tahun 1958 dan
perubahan nomor 1 tahun 1960.

Undang undang nomor 13 tahun 1980 tentang jalan

Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1985 tentang jalan

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan dan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor ..

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37 / PRT / 1987 tetntang Pedoman Leger
Jalan

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 236 A/KPTS/1997 tentang Penetapan
Status Ruas-ruas jalan sebagai jalan Nasional.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 463 / KPTS / 1991 tentang Penetapan
Ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut peranannya sebagai jalan arteri
jalan kolektor dan jalan lokal

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 620 - 306 tahun 1998 tentang Penetapan
Status Ruas-ruas jalan sebagai jalan propinsi

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378 / KPTS / 1987 tentang Pedoman
perencanaan Pembebanan Jembatan, Jalan Raya

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Standart Perencanaan Geometrik Jalan

Raya di Indonesia.




61
11. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun

Anggaran
12. Peraturan Daerah Tingkat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap

Tahun Anggaran,

Khususnya kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan/jembatan, baik secara
rutin maupun berkala, diperuntukkan hanya pada jalan dengan kondisi mantap.

Maksud dan tujuan pemeliharaan jalan adalah :'mempertahankan kondisi jalan
mantap untuk untuk dapat memenuhi fungsi dan mencapai nilai manfaat yang

direncanakan.

2.5. Rangkuman Kajian Teori

Kebijaksanaan Peningkatan Pengelolaan Pemeliharaan Jalan Kota merupakan
suatu kebijakan yang harus ditempuh agar tujuan menjaga tingkat pelayanan jalan selalu
terjaga. Banyak hambatan untuk mencapai pemenuhan program pemeliharaan jalan
tersebut.

Menurut KepMendagri No. 5, 1990 Penyebab Kesenjangan Operasi Pemeliharaan
Adalah a) terbatasnya kemampuan pemerintah menyediakan pembiayaan Operasi
Pemeliharaan; b) belum efektifnya penggunaan metode pemulihan biaya, c) penerapan
strategi yang kurang tepat dalam operasi pemeliharaan; d) prosedur penganggaran yang
terpisah-pisah; €) prioritas alokasi yang rendah untuk Operasi Pemeliharaan; )
Kemampuan manajemen operasi pemeliharaan yang rendah

Menurut Heggie, penyebab pemeliharaaﬁ jalan yang buruk antara lain dipengaruhi
oleh : a) instutusi kelembagaan, b) sumber daya manusia; ¢} pembiayaan yang tidak

memadai; d) tidak jelasnya tanggung jawab
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Menurut Haral dan Faiz, persoalan pemelibaraan jalan dipengaruhi karena : a)

Kebutuhan dana yang besar; b) kebanyakan dibiayai melalui dana yang tekonsolidasi c)
Cepatnya kerusakan seturut dengan waktu; d) penundaan operasi pemeliharaan akan
berarti pembesaran biaya operasi pemeliharaan di kemudian hari;

TABEL I14. :
VARIABEL DAN INDIKATOR

DALAM PENGELOLAAN PEMELIHARAAN JALAN KOTA

. Bagan Kerja
Struktur Organisasi Pengelompokan Kerja
| Jumlah Personil
Personalia Kualitas SDM .
Kelembagaan Kemampuan  manajemen &
Teknik
Lingkup Tugas
Tata Laksana Kerja Wewenang
Tanggung Jawab
Sumber Dana Anggaran Pemerintah
Anggaran Besarnya Dana Alokasi per tahun anggaran
Mekanisme anggaran | Prosedur
Perencanaan Program Kerja
. . Pelaksanaan Tindakan pemeliharaan
Teknis Operasional Prioritas Kawasan Status Pusat Pinggiran
Prioritas Hirarki Status hirarki jalan

Sumber : Hasil analisis, 2003




BAB III
KAJIAN UMUM WILAYAH DAN PENGELOLAAN
PEMELIHARAAN JALAN KOTA DI KOTA SEMARANG

3.1. Keadaan Fisik Dasar

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Propinsi Jawa Tengah dibatasi
oleh Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Sebelah Timur berbatasan
dengan Kabupaten Demak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang,
Sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa, yang memiliki panjang garis pantai + 13,6 km.

Sedangkan batas administrasi Kota Semarang dibagi menjadi 16 Kecamatan dan
177 Kelurahan, dengan luas wilayah meliputi 373,60 km2- Letak Kota Semarang berada
pada garis 6950' - 7010 Lintang Selatan dan garis 1099 50' - 110° 35' Bujur Timur, dari
situasi tersebut hampir berada ditengah bentangan panjang kepulauan Indonesia dari arah
barat ketimur. |

Didalam proses perkembangannya, Kota Semarang banyak dipengaruhi oleh
keadaan alamnya. Sungai Garang dan sungai Kreo, yang seolah-olah membagi wilayah
Kota Semarang menjadi bagian timur dan barat sebagai Kanal Barat. Faktor utama yang
membentuk Kota Semarang sebagai kota yang meﬁpunyai ¢ciri khas khusus yaitu kota
perbukitan dan kota pantai. Kota Semarang memiliki ketinggian yang beragam yaitu
antara 0,7 ~ 348 m di atas permukaan laut. Kemiringan tanah di atas 40 % mencakup
seluas 960, 5 hektar (2,57 %), kemiringan 25-40 % seluas 1.138,80 ha (3,05 %),
kemiringan 15 — 25 % seluas 6.080,13 hektar (16,27 %), kemiringan 2-15% seluas

13.379,76 (35,80 %), kemiringan 0-2 % seluas 15.810,76 (42,31 %)
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3.2. Kependudukan

Penduduk Kota Semarang pada tahun 2000 umlah 1.309.667 penduduk kota
Semarang tersebar di 16 Kecamatan dengan kecenderungan penurunan pertumbuhan
penduduk dari 1994 - 1998, yaitu pertumbuhan seﬁesar 2,20 % pada th 1994 /1995
menjadi 0,96 % pada tahun 1997/1998. Pertumbuhan yang tinggi terlihat di Kecamatan
Pedurungan (sebesar 4,09 %) dan Kecamatan Genuk (3,17 % ).

TABEL HI.1

JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN TINGKAT KEPADATAN
PER KECAMATAN DI KOTA SEMARANG TH 2001

‘N Kecamatan ]
1. Semarang Timur 81.816 770,25
2. Semarang Tengah 77.210 604,99 128
3. Semarang Selatan 78.036 848,05 92
4, Semarang Utara 122,736 1,133,28 103
5. Semarang Barat 146.651 2.386,71 61
6. Candisari 71.719 555,51 140
7. Gajah Mungkur 57.550 764,98 75
8. Genuk | 62.996 2.738,44 23
9. Pedurungan 137.784 2.072,00 66
10. | Gayamsari 63.142 549,47 115
11, | Tembalang 101.343 4.420,00 23
12. | Banyumanik 104.578 2.513,06 42
13. | Guaungpati’ 57485 5.399,09 11
14. | Mijen 37.927 6.215,25 6
15. | Ngaliyan 89.202 3.269,98 27
16. | Tugu 23.895 3.129,35 8
Kota Semarang 1.322.320 37.370,39 35

Sumber : Kota Semarang dalam angka 2001.
Tingkat kepadatan bervariasi dari kepadatan rendah berada di daerah pinggiran dan

kepadatan tinggi berada di pusat kota. Kepadatan tinggi lebih dari 100 jiwa/ha pada

Kecamatan Candisari, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan
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Semarang Utara, Kecamatan Semarang Timur. Lainnya berada pada kepadatan di bawah

100 jiwa / ha.

3.3. Geologi dan Geomorfologi

Struktur geologi yang berkembang di daerah Semarang berupa perlipatan dan
patahan/sesar. Struktur antiklin dan sinkiin umumnya berarah barat laut - tenggara.
Struktur sesar yang dijumpai berupa sesar normal, sesar naik dan sesar geser. Sesar naik
umumnya berarah baratlaut - tenggara, sedangkan sesar geser berarah utara selatan.
Geseran-geseran yang intensif sering terlihat pa&a batuan napal dan batu lempung yang
terlihat jelas pada Formasi Kalibiuk di daerah Manyaran dan Tinjomoyo. Struktur sesar ini
merupakan salah satu penyebab daerah tersebut mempunyai jalur “lemah” sehingga
daerahnya mudah tererosi dan terjadi gerakan tanah.

Perbukitan Candi dicirikan dengan sedimen darat (batuan beku) yang terlipat rebah
pada kala Plio-Plistosen. Dataran Aluvial Pantai yang merupakan kawasan pesisir kota
Semarang terdiri dari endapan aluvial pasir dan lempung yang menghampar dari barat ke
timur, meluas di ujung barat dan menyempit ke arah timur wilayah kota Semarang.

Secara Geomorfologi Kota Semarang dapat dibedakan menjadi 3 (figa) satuan
morfologi yang pada masing-masing daerah menunjukkaan karakteristik yang berlainan.
Tiga daerah tersebut yaitu, Daerah Rendah (Low land area), Daerah Tinggi (High land

area) dan Daerah Antara (Plateau dan Perbukitan).

3.4. Imfrastruktur
Sebagai ibukota Propinsi, Kota Semarang merupakan transit point yang sangat

strategis, dimana Semarang terletak diantara dua kutub pengembangan yaitu Jakarta di
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Barat dan Surabaya di Timur. Kondisi ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap
perkembangan transportasi. Kota Semarang juga menjadi Gerbang masuk hinterland,

khususnya di Propinsi Jawa Tengah. Kota Semarang juga menjadi pusat pengembangan

perckonomian Jawa Tengah. Dengan kondisi yang demikian Kota Semarang selalu

berusaha untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi baik
darat, laut maupun udara.

Pelabuhan laut Tanjung Mas mempunyai skala pelayanan nasional.
Disamping sebagai pelabuhan ekspor-impor juga melayani angkutan penumpang barang
dan jasa antar pulau.

Kota Semarang yang mempunyai peranan dan fungsi regional yang semakin
meningkat, juga telah didukung oleh sarana transportasi udara yaitu Pelabuhan Udara
Ahmad Yani. Perkembangan jumlah penumpang dan barang yang cenderung semakin
meningkat memerlukan sarana dan prasarana transporiasi udara yang memadai pula.
Peningkatan sarana dan prasarana tarnsportasi udara selalu ditingkatkan dari waktu ke

waktu.

3.5. Sistem Transportasi Perkotaan

Sistem transportasi perkotaan Kota Semarang sebagian besar merupakan
transportasi darat/jalan raya. Kota Semarang-Surabaya-Jakarta melalui jalur pantai
(pantura) melalui ruas jalan arteri primer dari Mangkang —Kalibanteng —Pelabuhan sampai
terminal Terboyo sebagai Jalan Arteri Utara. Selain itu dilalui oleh sistem transportasi
antar kota Semarang — Surakarta dan Semarang — Yogyakarta melalui Jalur Semarang —

Bawen.
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Pola jaringan jalan untuk menunjang pembangunan Kota Semarang adalah pola
"Jari-jari dengan lingkar" (Ring and Radial Patern). hal ini didasarkan pada karakteristik
fisik Kota Semarang. Adapun sistem transportasi dasar tersebut, terdiri dari :

Jalur Lingkar Dalam : jalur ini mengitari lingkungan pusat kota dan berfungsi sebagai
jalur penampung dan pembagi arus di pusat kota jalur ini melingkar dari JI. Sriwijaya, J1.
Veteran, J1.Dr.Sutomo, J1. Tawang, Jl. Pengapon, JI.R Patah dan Dr.Cipto.

Jaluf Linglkar Tengah : jalur ini menjadi penampung arus kegiatan regional yang
masuk dari jalur radial fungsi dari jalur lingkar tengah ini adalah untuk menampung arus
lalulintas internal ke eksternal atau sebaliknya. Jalur ini sangat penting untuk
membebaskan wilayah pusat kota dari arus kendaraan berat, baik kendaraan barang
maupun penumpang antar kota. Oleh karena itu jalur ini merupakan jalur bebas hambatan,
mulai dan Jatingaleh menuju Krapyak melewati Manyaran, kemudian melalui Jb
Siliwangi berbelok ke Timur Kalibanteng menuju Pelabuhan Laut, kemudian menuju ke
Timur, ke Banjirkanal Timur, terus memuju ke Jangh melalui wilayah Kedungmundu,
terus menuju jalan Semarang - Bawen.

Jalur Lingkar Luar : merupakan jalur antara lingkungan yang melingkar di
pinggiran kota Semarang, mulai dari Mangkang ke arah pusat Kecamatan Mijen,
Gunungpati melewati Pedalagan, Tembalang, Mangunharjo ke Banyumanik, terus ke
Utara menembus jalur jalan radial yang menuju ke Demak. Disamping itu sistem jaringan
tersebut juga dilengkapi dengan sub-sub terminal yaitu : sub terminal Sendowo dipusat
kota, sub terminal Pedurungan disebelah Tenggara, sub terminal Watugong di sebelah

Selatan, sub terminal Gatot Subroto dan Taman Lele di sebelah Barat. Adapun untuk
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terminal induk untuk Kota Semarang ada di JI. Kaligawe (Terboyo) yang mampu

menjawab tantangan yang akan kebutuhan terminal yang memadai bagi kota Semarang.

Adapun jenis kendaraan / armada umum antar kota yang beroperasi antara lain :
bus umum, mikro bus dan taxi. Sedangkan kendaraan umum dalam kota antara lain :
Angkota, taxi, dokar, andong yang ditarik kuda, becak dan ojek.

Disamping itu Kota Semarang juga dilengkapi dengan jaringan jalan kereta api
yang merupakan transportasi yang bzinyak di gemart masyarakat .Ada beberapa stasiun
kereta api di Kota Semarang antara lain : Stasiun Tawang di jalan Tawang, stasiun Poncol
di JI. Imam Bonjol dan ada juga stasiun Alastuwo yang terletak di sekitar Kel. Bangetayu

Lalu lintas di Kota Semarang cukup padat, terutama pada jam-jam tertentu.
Perkembangan daerah permukiman di pinggiran kota Semarang menambah volume laiu
lintas ke pusat kota pada pagi hari dan dari pusat kota pada sore hari.

Sesuatu yang khas adalah besarmnya lalu lintas sepeda di jalan-jalan arteri kota,
terutama yang ke arah timur. Hal ini dapat terjadi karena kota Semarang dikelilingi oleh
kota-kota kecil dimana kebanyakan para pekerja atau buruh. Kondisi lalu lintas yang
sering macet terjadi pad jalur arah terminal Terboyo, terutama pada pagi hari dan sore

hari.

3.6. Sistem Jaringan Jalan
Jaringan jalan di kota Semarang dibedakan atas sistem arteri primer, sekunder,
kolektor primer, sekunder dan local sekunder. Fungsi Jalan dapat dilihat pada Gb. 3.1.

berupa Peta Rencana Jaringan Jalan menurut fungsi sampai tahun 2005.
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Sistem jaringan jalan arteri primer dimaksudkan untuk melayani perjalanan dari

atau ke Kota Semarang dengan kota-kota di sekitarnya. Adapun sistem jalan kolektor

digunakan untuk melayani perjalanan antar kawasan yang ada di Kota Semarang dan jalan

local untuk melayahi antar permukiman.

L.

Fungsi Arteri Primer. Jalur ini menghubungkan Kota Semarang dengan kota-kota
besar lainnya di luar kota Semarang (kota jenjang ke satu menuju kota jenjang ke satu
atau kedua) yaitu jalur Semarang - Kendal, Semarang - Demak, Semarang -
Purwodadi, Semarang — Bawen.

Fungst Arteri Sekunder. Fungsi arteri sekunder di Kota Semarang ditunjukkan oleh
jalan-jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder, yaitu
jalan jalan yang menghubungkan kawasan-kawasan pusat kota Semarang.

Fungsi Kolektor Primer. Fungsi kolektor di Kota Semarang ditunjukkan oleh jaringan
jalan yang menghubungkan kawasan-kawasan pusat kota dengan jalan lingkungan.
Fungsi Kolektor sekunder. Fungsi kolektor sekunder menghubungkan kawasan
sekunder kedua atan kawasan sekunder ketiga, di Kota Semarang fungsi jalan ini
ditunjukkan pada jaringan jalan yang menghubungkan pusat kota dengan pusat
Wilayah Pengembangan II (WP II), dan WP III, seperti Genuk, Pedurungan, Mijen,

Gunungpati dan Tembalang,

. Fungsi lokal. Jalur lokal disini adalah jalur lokal primer, yaitu ditunjukkan oleh

jaringan jalan Mijen-Boja, dan Mijen-Gunungpati, jaringan ini perlu ditingkatkan
fungsinya karena jaringan jalan ini mempunyai manfaat yang besar untuk

menghubungkan daerah-daerah pinggiran kota di Kota Semarang, seperti Kecamatan
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Mijen, dan Gunungpati, karena selain untuk melancarkan akses dari pusat kota juga
memungkinkan ke daerah Boja dan sekitarnya.
6. Fungsi Lingkungan. Jaringan ini menghubungkan lokasi-lokasi di dalam wilayah

kecamatan kebanyakan berupa wilayah permukiman dalam Bagian Wilayah Kota.

Selain menurut fungsi dan peran, di dalam wilayah Kota Semarang terdapat ruas-
ruas jalan yang berstatus Nasional dan Propinsi yang dikelola oleh DPU Bina Marga
Propinsi Jawa Tengah.

Ruas-ruas jalan yang merupakan Jalan Nasional, meliputi : Jalan Imam Bonjol, Jl.
Indraprasta, J1. Lingkar Tugumuda, JI. Sugijopranoto, J1. Jend. Sudirman, JI. Siliwangi, J1.
Walisongo, JI. Dr. Sutomo, JI. S Parman, JI. Sultan Agung, JI. Lingkar Utara, JI. Usman
Janatin, JI. Ronggowarsito, J1. Pengapon, J1. Kaligawe, JI. Raden Patah, Ji. Widoharjo, Ji.
Dr. Cipto, Jl. Kompol Maksum, JI. Mataram, JI. Dr. Wahidin, Jl. Teuku Umar, Ji.
Setiabudi, J1. Perintis Kemerdekaan.

Jalan-jalan yang termasuk Jalan Propinsi adalah : JL Pandanarém, JI. Lingkar
Simpang Lima, Jl. Achmad Yani, Jl. Brigjend. Katamso, Jl. Brigjend. Sudiarto. JL
Ungaran —Gunungpati. |

Selain yang tersebut dalam ruas Jalan Nasional dan ruas Jalan Propinsi adalah
Jalan Kota.

Peta Jaringan falan menurut Kewenangan Pembinaan Jalan dapat dilthat pada

Gambar, 3.2. berikut ini :
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3.7. Kebijaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan Jalan Kota Semarang

Kebijaksanaan Pengelolaan Pembangunan Kota Semarang mengandung visi
terwujudnya masyarakat kota pantai metropolitan yang berkemampuan. Luas wilayah kota
semarang 374,34 km2 dengan jumiah penduduk + 1,3 juta jiwa, memiliki posisi strategis
bagi pengembangan kota, utamanya dalam rangka menyediakan infrastuktur yang berskala
metropolitan. Dari berbagai potensi sumber daya yang terkandung dalam Kota Semarang,
aspek infrastruktur merupakan salah satu bidang pokok yang patut diperhitungkan,
utamanya dalam membentuk wajah fisik kota. Mengingat posisi strategis aspek
infrastruktur sudah selayaknya bila mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam
pembangunan perkotaan. Dari berbagai aspek infrastruktur, sesuai dengan tugas pokok
fungsi Sub Din Prasarana Jalan Dinas Pekerjaan Umum maka, yang menjadi tanggung
jawab langsung adalah infrastruktur bidang jalan. Untuk mengembangkan potret obyek

pengelolaan infrastruktur bidang jalan yang tersedia dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL I11. .2.
POTRET JALAN KOTA SEMARANG TAHUN 2002

Sektor Semarang Barat 301,2 75,25 20,34 4,21
Sektor Semarang Tengah 325,71 74,32 20,13 4,52
Sektor Semarang Timur 130,29 78,76 20,21 4.40
Sektor Semarang Selatan 255,78 73,43 | 20,23 4,21
Total 1.012,98 75,44 20,22 433

Sumber : Data DPU Kota Semarang, 2002.

Untuk menjawab tantangan yang demikian besar dibidang infrastruktur jalan, maka

diperiukan suatu tampilan program yang proporsional sesuai dengan kapasitas lembaga
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dan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat menciptakan infrastruktur memadai dan

berdaya dukung tinggi pada segala aspek aktifitas perkotaan secara efektif dan efisien.

3.7.1. Kelembagaan

Aspek kelembagaan merupakan unsur yang cukup penting dalam sistem
pengelolaan pemeliharaan jalan, karena komponen ini bagian yang merupakan penggerak
fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Wewenang, tugas dan tanggung jawab
mengenai pemeliharaan jalan saat ini berada dibawah Kantor Dinas Pekerjaan Umum
(DPU) Kota Semarang dalam Sub Din Prasarana Jalan yang pelaksanaannya dilakukan
seksi pemeliharaan jalan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang disebutkan bahwa
kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan lembaga teknis pembantu
Walikota dibidang pengelolaan jalan, pengairan, teknik penyehatan dan pembinaan jasa
konstruksi. Lembaga ini berada di bawah Walikota yang dalam operasionalnya
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Semarang.

Sesuai SK Walikota : 061.1.171 Tahun 2001 tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di
bidang pekerjaan umum. Adapun tugas pokok dinas dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan, Pelaksana dan Pengelola Pembangunan Jalan dan Jembatan beserta
sarana dan prasarananya ;
b. Penyelenggaraa, Pelaksana dan Pengelola Pembangunan di bidang Pengairan beserta

sarana dan prasarananya
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c. Penyelenggara, Pelaksana dan Pengelola Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih

dan Sanitasi (diluar PDAM)
Fungsi Dinas Pekerjaan Umum :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum

b. Pemberian perijjinan sebagai pengendali pemanfaatan di bidang Pekerjaan Umum

c. Pembinaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dan
pemelihéraan sarana dan prasarana drainase dan irigasi kota.

d. Pembinaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan sarana Jalan dan Jembatan ;

e. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan pembinaan jasa konstruksi

f Pembinaan san pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

g. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

3.7.1.1. Struktur Organisasi

Aspek organisasi perfu dalam pembenahan aktivitas pembenahan, mengingat
institusi merupakan faktor penggerak, pengatur aktivitas sistem pengelolaan pemeliharaan.
Rencana peningkatan organisasi dapat ditempuh dengan langkab-langkah :
- pemantapan organisasi (struktur, uraian tugas dil)
- menyiapkan pola organisasai dengan unit kerja pelaksana sesuai pembagian wilayah

yang rasional untuk cakupan pemeliharaan jalan

- mematangkan sistem dan prosedur kerja baku

- menyiapkan personil dan tenaga kerja yang sesuai dengan lingkup bidang tugas

[UPT-PUSTAK- BT
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melaksanakan pelatihan/peningkatan ketrampilan karyawan

peningkatan efektivitas kerja tim

Garda terdepan dalam pengelolaan pemeliharaan jalan di Kota Semarang saat ini

adalah Seksi Pemeliharaan Jalan, menjalankan beberapa fungsi :

Survai dan pendataan

Perencanaan program kerja
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan
Evaluasi

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unit kerja dibawah struktur Pemerintah Kota

Semarang tertuang dalam Keputusan ‘Walikota Semarang Nomor 061.1/171 tahun 2001.

Sebagai konsekuensi dari otonomi daerah Kota Semarang Dinas Pekerjaan Umum

memiliki struktur kelembagaan yang terdin dart :

Unsur pimpinan terdiri dari :

Kepala Dinas sebagai penentu kebijakan utama di bidang Pekerjaan Umum

Bagian Tata Usaha sebagai pengelola program ketatalaksanaan adminitrasi, rumah
tangga, sarana dan prasarana kantor, kepegawaian, keuangan, dll.

Sub Dinas Prasarana Jalan sebagai pelaksana kebijakan pembangunan di bidang
Prasarana jalan

Sub Dinas Pengairan sebagai pelaksana kebijakan pembangunan di bidang pengairan.
Sub Dinas Bina Program sebagai pelaksana kebijakan pembangunan dalam

pemograman di bidang ke - PU- an
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- Sub Dinas Teknik Penyehatan sebagai pelaksana kebijakan pembangunan di bidang

penyediaan air bersih di luar PDAM dan Sanitasi Lingkungan
- Sub Dinas Teknologi dan Jasa Konstruksi sebagai pelaksana kebijakan dibidang
pelayanan Jasa Konstruksi dan Rekayasa Konstruksi
3.7.1.2. Personalia
Profil kepegawaian menggambarkan kemampuan personil, seperti tingkat
pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan
tugas, tetapi juga dasar untuk mengembangkan diri atau beraktualisasi melalui sarana dan
prasarana yang ada dalam memenuhi pelaksanaan tugas. Semakin tinggi tingkat
pendidikan diharapkan semakin tinggi produktivitasnya.
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam melaksanakan tugasnya sehari-
hari dilakukan oleh 272 orang, terdiri 23 pejabat struktural dam 249 staf. Untuk
mengetahui kemampuan pegawai antara lain dapat dilihat dari sudut pendidikannya.

Berdasarkan data yang ada data ditampilkan data tabel seperti berikut ini.

TABEL IIL.3.
DATA KEPEGAWAIAN DPU KOTA SEMARANG BERDASARKAN
PENDIDIKAN

1. Sarjana (52) 7
2. Sarjana (S1) 34
3. Diploma II 29
4, Diploma II 1
5. SLTA 95
6. SLTP 15
7. SD 22
Jumlah 272

Sumber : Data DPU Kota Semarang, 2002




Berdasarkan golongannya ditampilkan data tabel seperti berikut ini :

TABEL HI.4.
DATA KEPEGAWAIAN DPU KOTA SEMARANG BERDASARKAN
GOLONGAN

1. Golongan IV 3
2. Golongan II1 87
3. Golongan 1T 102
4. Golongan 1 7
5. Non Golongan 73
Jumlah 272

Sumber : Data DPU Kota Semarang, 2002

3.7.2. Anggaran

79

Untuk menyelenggarakan pengelolaan pemeliharaan jalan kota di Kota Semarang

pembiayaan diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang

melalui proses pengusulan rapat anggaran dengan panitia anggaran dan dapat dijalankan

setelah APBD Tahunan diputuskan.

2000

Tabel IILS.
ANGGARAN PEMELIHARAAN JALAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2000-2003

400.000.000,00 | 100.000.000,00 | 500.000.000,00 | PAD
2001 1 1.800.000.000,00 | - | 1.800.000.000,00 { PAD
2002 700.000.000,00 | 250.000.000,00 | 950.000.000.00 | DAU-PAD
2003 950.000.000,00 | 750.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | PAD

Sumber : DPU Kota Semarang, 2002

Besarnya Anggaran untuk pemeliharaan Jalan pada tahun 2003 sebesar Rp.

950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) setelah dikurangi untuk biaya
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persiapan dan pengelolaan menjadi Rp. 902.500.000,00 (Sembilan ratus juta lima ratus

ribu rupiah) dengan kode rekening 2.2.01.2.3.02.01 dalam pasal Program Rehabilitasi,
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk Kegiatan O&M Jalan dan Jembatan & OM
Peralatan bersumber dana PAD Kota Semarang Tahun 2003.

Pendanaan tidak pernah lebas dari semua kegiatan pelayanan publik seperti
kegiatan pemeliharaan jalan. Untuk peningkatan pengelolaan pemeliharaan jalan kota di
Kota Semarang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Realitanya cenderung meningkat
setiap tahun. Dengan kuantitas kerusakan yang sama antara tahun terdahulu dengan tahun
berjalan nilai biaya akan bertambah sehubungan harga bahan/material yang bertambah.
Dengan belum memungkinkannya biaya pemulihan untuk kegiatan pemeliharaan jalan
kota di Kota Semarang, sulit untuk dapat memenuhi kegiatan pemeliharaan jalan yang

terus meningkat dan bergantung APBD yang terkonsolidasi.

3.7.3. Kegiatan Operasional
Konstruksi jalan yang ada di Kota Semarang sebagian besar sudah beraspal.
Adapun jalan makadam masih terlihat pada jalan —jalan di Kota Semarang pada keadaan
sedang dan baik. Namun ada sebagian yang mengalami kerusakan berat terutama bagian
jalur pantai dan sekitar permukiman. Banyaknya kerusakan jalan kota akibat terendam air
pasang terutama jalan kota di bagian utara. Sedangkan kondisi jembatan kota terlihat
masih baik namun memerlukan pemeliharaan seperti pengecatan, perbaikan railing dan
tindakan perawatan belum kontinyu dilakukan.
Kondisi yang sering ditemui adalah kekasaran permukaan (surface texture),
lubang-lubang (pot holes), tambalan (patching), retak-retak (cracking), alur (ruting),

amblas (depression).
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Kondisi kekasaran permukaan (surface fexture) dapat di contohkan di Jalan Petek

yang memerlukan tindakan pemeliharaan berupa pelaburan / penghamparan aspal .

Sumber : DPU Kota Semarang, 2003

GAMBAR 3.4,
KONDISI PERMUKAAN JL. PETEK YANG MENGALAMI AUS /
KEKASARAN PERMUKAAN AKIBAT TERENDAM AIR ROB

Pada lokasi lain dapat ditunjukkan keadaan kerusakan berupa retak-retak

(cracking) dan lubang-lubang (pof holes) di Jl. Bojong Salaman. Awalnya hanya berupa

Sumber : DPU Kota Semarang, 2003

GAMBAR 3.5.
KONDISI PERMUKAAN JL BOJONG SALAMAN YANG MENGALAMI
RETAK-RETAK (CRACKING) DAN LUBANG-LUBANG (POT HOLES).
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retak rambut (hair cracks), kemudian berlanjut menjadi retak buaya (alligator cracks)

dan pada puncaknya menjai lubang lubang kerusakan jalan. Selanjutnya apabila tidak ada
tindakan pemeliharaan kerusakan akan meluas dan tingkat kerusakannya semakin besar.
Keadaan tanah amblas (depression) di kota Semarang biasanya terjadi pada
kawasan yang memiliki struktur geologi berupa patahan / sesar yaitu daerah Manyaran-
Ngaliyan dan Tinjomoyo. Sekurang-kurannya daerah ini selalu mengalami erosi dan

gerakan tanah.

o

Sumber : DPU Kota Semarang, 2003

GAMBAR 3.6.
KONDISI TANAH AMBLAS (DEPRESSION) JALAN
MANYARAN — NGALIYAN (JL. UNTUNG SUROPATI)

Dari data kerusakan yang ada melalui survai kondisi kerusakan, kemudian
dihitung sebagai Usulan Rencana Anggaran Biaya Pemeliharaan Jalan kota di Kota
Semarang selanjutnya diusulkan dalam RAPBD. Dari sejumlah anggaran yang ditetapkan
dalam APBD kemudian dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya untuk satu Tahun
Anggaran. DinasPekerjaan Umum dalam hal ini Sub Dinas Prasarana Jalan menggunakan
alokasi dana untuk mendukung kegiatan teknis operasional pemeliharaan jalan dengan

melakukan pengadaan material pemeliharaan jalan dengan cara dikontrakkan (kontrak
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pengadaan material), sedangkan pelaksanaan operasional pemeliharaan diselenggarakan
secara swakelola melalui penggunaan peralatan dan tenaga dinas yang tersedia.
Secara umum pengadaan bahan berupa :

- Pengadaaan Aspal hotmix jenis ATB, untuk perbaikan perkerasan jalan hotmix

Pengadaan Aspal Drum, Kayu bakar, minyak tanah untuk perbaikan jalan penetrasi

Pengadaan Material Telford, LPB dan LPA (base coarse) untuk perbaikan pondasi jalan

Pengadaan Paving Blok untuk perbaikan trotoir bagi pejalan kaki

Pengadaan Beton Kerb, Beton Bertulang, untuk penggantian kerb dan plat beton

Pengadaan Cat Kerb untuk pengecatan kerb trotoir dan median jalan

Pengadaan Material batu belah, semen dan pasir untuk perbaikan pasangan talud jalan
Sisanya alokasi dana digunakan sebagai upah tenaga untuk membayar pekerja buruh

lepasa (casual worker) dan operasional peralatan.

Kegiatan pemeliharaan jalan yang dapat dilakukan dari alokasi anggaran tersebut

di atas antara lain untuk penambalan lubang dengan aspal hotmix. Mula — mula fubang ke-

Sumber : DPU Kota Semarang, 2003

GAMBAR 3.7.
GALIAN (PATCHING) PONDASI JALAN PADA LUBANG KERUSAKAN DAN
PENGISIAN BASE COARSE LPA JL. LAMPER TENGAH
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rusakan digali secara persegi sampai dasar pondasi jalan (di- pathcing) dan dipadatkan.
kemudian diisi dengan lapis pondasi, dapat berupa telford, maupun base coarse (LPB /

LPA), dipadatkan scara merata.

Sumber : DPU Kota Semarang, 2003

GAMBAR 3.8.
PEMADATAN BASE COARSE LPA JL. LAMPER TENGAH

Selanjuntnya dilaburkan prime coat dan akhirnya dihamparkan aspal hotmix (ATB/AC)

dengan dipadatkan secara merata dengan alat pemadat.

Sumber: DPU Kota Semarang, 2003

GAMBAR 3.9.
PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN ATB JALAN LAMPER TENGAH
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Pengadaan Aspal drum, kayu bakar, minyak tanah digunakan untuk
penyelenggaraan pemeliharaan jalan yang memiliki perkerasan lentur beraspal penetrasi.

Aktivitas pemeliharaan jalan dengan aspal penetrasi diawali dengan menyiapkan aspal

drum, kayu bakar untuk membuat tungku pembakaran aspal.
; T e E

Sumber : DPU Kota Semarang, 2003

GAMBAR 3.10.
PENGHAMPARAN ASPAIL PENETRASI DAN BATU PECAH

Setelah mencapi titik didihnya aspal yang sudah cair tersebut dihamparkan pada tempat

yang akan dilakukan pelapisan dengan aspal penetrasi. Selanjutnya dihamparkan batu pe -

Sumber : DPU Kota Semarang, 2003

GAMBAR 3.11.
PEMADATAN ASPAL PENETRASI DENGAN MESIN GILAS
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cah dilanjutkan penghamparan aspal lagi dengan pasir sebagai penutup permukaan

diakhiri dengan pemadatan oleh mesin gilas.

Sumber : UPU Kota Semarang, 3005
GAMBAR 3.12.
PENGECATAN MEDIAN DENGAN WARNA HITAM-PUTIH
SEBAGAI BAGIAN DARI PEMELTHARAAN RUTIN
Selain itu dari pengadaan cat kerb diperlukan untuk pengecatan kerb trotoar dan kerb
median yang dilakukan secara rutin pada bulan-bulan tertentu (Peringatan kemerdekaan

dan Hari Raya Lebaran) untuk mendukung penampilan jalan Kota Semarang yang rapi dan

terawat, serta pengadaan batu belah, seman, pasir digunakan untuk perbaikan talud jalan.

Sumber : DPU Kota Semarang, 2003

GAMBAR 3.13.
PERBAIKAN TALUD JALAN DENGAN PASANGAN BATU KALI
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Dari pengadaan paving blok digunakan untuk perbaikan trotoir sebagi salah satu dukungan

bagt pejalan kaki yang menunjang kualitas kehidupan di perkotaan.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum , 2003

GAMBAR 3.14.
PEMELIHARAAN TROTOIR DAN PERBAIKAN SALURAN DI TEPI JALAN




BAB IV
ANALISIS DAN ARAHAN PENINGKATAN PENGELOLAAN
PEMELIHARAAN JALAN KOTA DI KOTA SEMARANG

4.1. Analisis Kelembagaan Pengelolaan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Semarang

Lembaga pengelola pemeliharaan jalan yang ada di Kota Semarang adalah
Dinas Pekerjaan Umum yang diartikulasikan pada Sub Dinas Prasarana Jalan. Sub
Dinas Prasarana Jalan terdiri dari tiga seksi dimana seksi yang bertanggung jawab
secara operasional dalam pengelolaan pemeliharaan jalan kota adalah Seksi
Pemeliharaan Jalan. Hal mi berdasarkan Keputusan Walikota Semarang No.
061.1/171 Tahun 2001 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan
Umum Kota Semarang.

Kegiatan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum mengumpul pada Sub
Dinas Bina Program. Sehingga untuk merencanakan program pemeliharaan jalan
Seksi Pemeliharaan Jalan pada Sub Dinas Prasarana Jalan harus melakukan
koordinasi dan konsultasi dengan Seksi Perencanaan Program dan Seksi Survey
dan Perencanaan Teknik pada Sub Dinas Bina Program.

Pada level Sub Dinas Prasarana Jalan sendiri Seksi Pemeliharaan harus
melakukan koordinasi dan konsultasi dalam penggunaan peralatan seperti mesin
gilas dan lain-lain terhadap seksi peralatan yang secara struktural setingkat
sehingga hanya dapat berkoordinasi tanpa kemampuan untuk melakukan perintah,
Sub Din Prasarana Jalan terdiri dari tiga seksi yakni Seksi Jalan dan Jembatan
yang bertugas dalam menangani pembangunan jalan dan Jembatan, Seksi

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang bertugas melaksanakan pengendalian
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terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan, Seksi Peralatan dan Perbekalan Jalan

dan Jembatan bertugas mengadakan pengelolaan, pengoperasian dan
pemeliharaan alat berat.

Melalui keputusan Walikota Semarang No. 061.1/171 Tahun 2001
menyesuaikan tugas dan fungsi Seksi Pemeliharaan Jalan dengan tugas dan fungsi
yang sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan
Tatakerja Pemerintah Kota Semarang. Mengingat kondisi Kota Semarang saat ini
maka pembagian tugas dan wewenang seperti di atas masih dapat dilakukan, akan
tetapi untuk ke depan dengan semakin kompleksnya masalah maka pembagian-
tugas dan wewenang seperti di atas perfu dipertimbangkan lagi dengan tujuan
untuk memperoleh peningkatan dalam koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan
jalan kota 1tu sendiri.

Dengan kondisi kelembagaan yang ada saat ini, maka pengelolaan
pemeliharaan jalan kota di Kota Semarang secara struktural dan kelembagaan
berada di DPU, sedang untuk operasional dikelola oleh Subdin Prasarana Jalan
Subdin Prasarana Jalan sendiri membawahi tiga seksi yaitu seksi Pembangunan
jalan, seksi pemeliharaan jalan serta seksi peralatan. Namun pekerjaan
perencanaan secara struktural berada di tangan Seksi Perencanaan pada Sub Dinas
Bina Program, serta seksi peralatan berada level yang sama dengan seksi
pemeliharaan jalan. Melihat ini Seksi Pemeliharaan Jalan dalam menjalankan
program pemeliharaan jalan kota untuk melakukan kegiatan perencanaan dan

penggunaan peralatan harus melakukan koordinas antar seksi dan antar sub din
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sehingaa mengurangi keleluasaan dalam menjalankan operasi pemeliharaan jalan

kotanya.

Sementara di tingkat Pemerintah Kota Semarang Penanganan
pemelibaraan jalan Kota selama ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota.'
Namun untuk sampai pada kegiatan tersebut sebelumnya dipengaruhi oleh
Badan/Dinas yang lain. Misalnya untuk alokasi anggaran tahunan dipengaruhi
oleh proses pengusulan dan pembahasan anggaran dalam hal mi dipegang oleh
Bappeda. Apabila proses tersebut telah terlaksana dengan keputusan anggaran
selanjutnya perlu berhubungan dengan Dimnas Pengelolé, Keuangan Daerah untuk
pencairan anggarannya. Koordinasi diperlukan agar program pemeliharaan dapat
berjalan dengan baik dan lancar.

Jumlah personil yang ada pada Seksi Pemeliharaan Jalan DPU Kota
Semarang yang tercatat adalah 26 orang, 5 orang diantaranya adalah Sarjana.
lebih dirinci lagi empat sarjana teknik sedang sarjana non teknik 1 orang. Sumber
daya yang berlatar pendidikan Diploma sebanyak 4 orang, sedangkan dari SLTA
14 orang dibawahnya lagi dari SLTP sebanyak 3 orang. Panjang Jalan yang
menjadi tanggung jawab adalah 1012 km terbagi dalam 459 ruas. Sehingga 1
orang berbanding 38,9 km jalan atau 1 orang berbanding atas 17 ruas jalan
Dengan melihat kenyataan ini rasio personil terhadap ruas jalan tanggung jawab
personil pemeliharaan masih terlihat berat beban kerjanya.

Jumlah personil pada Seksi Pemeliharaan jalan sebanyak 26 orang. Dari

26 orang tersebut yang telah mengikuti Diklat Struktural sebanyak 3 orang, sedan
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TABEL. IV.1,
KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA PADA DPU KOTA SEMARANG DAN
SEKSI PEMELIHARAAN JALAN SUBDIN PRASARANA JALAN

S2 7

S1 34 5
Diploma 30 3
SLTA 95 14
SLTP ke bwh 37 3
Jumlah 272 26

Sumber : Data DPU Kota Semarang, 2002

4.2.

sedangkan yaﬁg telah mengikuti Kursus teknis tentang pemeliharaan jalan adalah
sebanyak 7 orang seperti Kursus KRMTP (Kabupaten Road Master Training
Project) atau POMMS (Performance Oriented Maintenance Management System)
atau kursus tentang pemeliharaan jalan yang lain. Hanya 27,6 % yang memiliki
kemempuan manajemen dan teknis. Mengingat dalam pengelolaan pemeliharaan
jalan masalah kemampuan manajemen dan taknis sangat diperlukan jumlah

personil yang berkualifikasi yang ada ini masih kurang.

Analisis Anggaran Pengelolaan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Semarang
Kota Semarang membiayai pemeliharaan jalan melalui anggaran tahunan
melalui mekanisme usulan dan persetujuan rapat anggaran tahunan dimana hasil
akhimya diperoleh dari konsolidasi alokasi dari berbagai sektor yang menjadi
prioritas Pemerintah Kota Semarang. Pada kenyataannya hampir semua negara
yang membiayai jalan mereka melalui dana yang terkonsolidasi (Heggie, 1999 :
40) mengalami masalah serius dengan sedikitnya pendapatan untuk investasi dan

pemeliharaan jalan. Biaya pemeliharaan jalan semestinya diperoleh dari
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pemutakhiran data dan survai kerusakan. Besamya dana seyogyanya merupakan

fungst dari panjang ruas kerusakan jalan yang dapat dikonversikan dalam luag
kerusakan. Luas kerusakan dengan dihubungkan dengan biaya satvan akan
diperol'(.ah harga untuk pemeliharaan jalan.

Sumber-sumber pembiayaan kegiatan tahun énggaran 2003 tidak berbeda
jauh dan tahun — tahun sebelumnya, yaitu : dari PAD dan Dana Perimbangan.
Tahun Anggaran 2002 untuk pemeliharaan jalan Dinas Pekerjaan Umum
mengalokasikan Rp. 600.000.000,00 dari Dana Alokasi Umum dan pada
perubahan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00. dari PAD Kota Semarang. Pada
Tahun 2003 ini anggarén untuk pengeloiaan pemeliharaan jalan kota Semarang
sebesar Rp. 950.000.000 dari PAD Kota Semarang dan untuk perubahan anggaran
memperoleh Rp. 750.000.000,00

Tabel IV.2.

ANGGARAN PEMELTHARAAN JALAN
DPU KOTA SEMARANG TAHUN 2000-2003

Tahun 2000 Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003 Ket
500.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 950.000.000,00 | 1.700.000.000,00
Penggunaan:
300.000.000,00 | 1.390.000.000,00 | 570.000.000,00 | 1.300.000.000,00 Aspal hotmix
50.000.000,00 50.000.000,00 ! 50.000.000,00 50.000.000,00 | Aspal drum
50.000.000,00 | 50.000.000,00 50.000.000,00 | Base Coarse
50.000.000,00 50.000.000,00 | 50.000.000,00 50.000.000,00 | Paving/kerb
50.000.000,00 | 50.000.000,00 50.000.000,00 | pas Batu Bih
25.000,000,00 50.000.000,00 | 50.000.000,00 50.000.000,00 | Bahan Bakar
75.000.000,00 | 160.000.000,00 | 130.000.000,00 | 150.000.000,00 Upah Tenaga

Sumber - DPU Kota Semarang, 2003

Biaya pengelolaan pemeliharaan jalan Kota di Kota Semarang tahun 2003

-apabila dibagi merata dalam setahun sebesar Rp 141.666.666,00/bulan. Apabila
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ada 1.013 km persegi panjang jalan yang dimiliki yang mengalami kerusakan 100

km, sedangkan beban kerja yang direncanakan adalah 50.000 m2 dengan biaya

satuan Rp. 50.000,00 / m2 sehingga perlu mendapatkan Rp. 2.500.000.000,00.

Realita anggaran yang didapat sebesar Rp. 1.700.000,00. Dari kenyataan tersebut

maka dapat disimpulkan bahwa biaya untuk pemelibaraan jalan masih rendah.
Analisis Teknis Operasional Pengelolaan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota
Semarang

Berdasarkan pengamatan selama survai dan pendekatan kelembagaan
terkait maka pola operasioani pemeliharaan jalan kota di Kota Semarang dapat
dianalisis sebagai berikut :

Wilayah pelayananan pemeliharaan jalan kota Semarang hanya mampu
melayani jalan utama / protokol / lokal primer, sekunder saja di sebagian jalan
kota di wilayah Kota Semarang. Daerah yang belum terlayani sementara ini
adalah daerah dilingkungan permukiman .

Pemeliharaan jalan yang ada sekarang dilakukan dengan prioritas
pelayanan jalan kota yang penting seperti jalan protokol dan kolektor , karena
daerah tersebut merupakan wajah kota, Sesuai kemampuan yang ada sekurang-
kurangnya 1 hari hanya melakukan penambalan lubang hotmix dengan kapasitas 4
ton yang dilakukan oleh lunit pemeliharaan turin (UPR) dengan satu mandor satu
sopir dan empat pekerja. Kadang-kadang jika diperlukan ditambah 1 umt UPR
sebagai unit pendukung. Untuk hal ini kapasitasnya masih minimal dan perlu

ditingkatkan.
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Program yang dijalankan selama ini terbanyak masih untuk pekerjaan

pemeliharaan rutin yaitu tugas-tugas pemeliharaan jalan (recurrent works) yang
terus menerus tanpa memperhatikan jumlah lalu lintas yang melewati jalan yang
bersangkutan seperti pemeliharaan rutin pada perkerasan jalan berupal penambalan
lubang hotmix, penetrasi, bahu jalan, perbaikan dan pengecatan kerb dan median,
perbaikan trotoir dan talud jalan. Selain itu juga merspon pekerjaan pemeliharaan
yang tidak diprogramkan sebelumnya seperti tanah longsor, ambl&s' yang terjadi
pada musim hujan (urgen works). Sementara untuk Pemeliharaan berulang yaitu
tugas-tugas pemeliharaan yang dibutubkan untuk menjamin wmur jalan yang
direncanakan dan dilakukan dengan interval waktu kurang setahun kurang
mendapatkan perhatian, apalagi tugas-tugas pemeliharaan yang dibutuhkan untuk
menjamin umur jalan yang direncanakan dengan interval waktu tertentu (periodic

work) masih belum dilakukan secara memadai.

Analisis dengan menggunakan Metode Delphi
Dalam analisis ini akan diuraikan analisis mengenai variable yang
memiliki kontribusi dalam pengelolaan pemeliharaan jalan kota yang optimal,

Diawali dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada

beberapa ahli, menawarkan variable yang didapat dari kajian literatur sebagai

pemicu berlangsungnya diskusi tidak langsung ini melalui pilihan persetujuan

apakah setuju atau tidak variabel termaksud untuk digunakan sebagai

pertimbangan dalam pengelolaan pemeliharaan jalan. Setelah itu dilanjutkan

dengan penentuan rangking variabel yang berbasis sejauh mana memberi

kontribusi terhadap keberhasilan pengelolaan pemeliharazan jalan Kota Semarang..
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Pada variebel kelembagaan yang meliputi unsur struktur organisasi 8

responden menyatakan setuju sedangkan 2 responden menyatakan tidak. Untuk
unsur personalia 8 responden menyatakan setuju sedangkan 2 responden
menyatakan tidak. Unsur tata laksana didukung 9 responden yang setuju dan 1
orang tidak setuju. Ada penambahan unsur yaitu kejelasan tugas, kewenangan dan
peraturan / aspek hukum ditambahkan oleh responden yang masuk kelompok
kelembagaan. Pilihan prioritas selanjutnya dikompilasi dalam hasil pilihan prioritas
untuk dilanjutkan dalam proses SPSS.

Variabel Anggaran yang terdiri unsur sumber dana 9 responden
menyatakan setuju sedangkan 1 responden menyatakan tidak. Untuk unsur
besarnya dana 10 responden menyatakan setuju sedangkan 1 responden tidak
mengisi. Unsur Mekanisme Anggaran didukung 10 responden yang setuju dan 1
orang tidak mengisi. Ada unsur yang di tambahkan yaitu kejelasan / ketepatan
anggaran, mekanisme pencairan anggaran oleh responden yang masuk variabel
anggaran. Pilihan prioritas selanjutnya dikompilasi dalam hasil pilihan prioritas
untuk dilanjutkan dalam proses SPSS.

Dari Variabel Teknis Operasional terdiri unsur perencanaan 9 responden
menyatakan setuju sedangkan 1 responden menyatakan tidak setuju dan 1 orang
responden tidak mengisi. Untuk unsur pelaksanaan 9 responden menyatakan setuju.

TABEL IV.3.
VARIABEL YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN PILIHAN

KELEMBAGAAN

A.1. Struktur Organisast 8 2 t digunakan
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A2 Personalia 8 2 1 digunakan
A3, Tata Laksana 9 1 1 digunakan
A4, Kejelasan tugas i 10 digunakan
A 5. Kewenangan 1 10 digunakan
A.6. Aspok Hukum/Peraturan 1 10 digunakan
ANGGARAN

B.1. Sumber Dana g 1 1 digunakan
B.2. Besarnya Dana 10 1 digunakan
B.3. Mekanisme Anggaran 10 1 digunaksn
B.4. Kejelasan/Ketcpatan 1 10 diganakan
B.5. Mckanistme Pencairan Anggaran 1 10 digunaken
TEKNIS OPERASIONAL

C.1. Perancanaan 2 1 1 Digunakan
C.2. Pelaksanaan g 1 1 Digunakan
C.3. Perawatan/Operasionat 1 10 Digenakan
C.4. Pengawasan 2 2 Digimaksn
C.5. Prioritas Kawasatt 10 1 Digunakan
C.6. Prioritas Hirarki 10 i Digunakan
C.7. Fungsi Kawasan 1 10 Digunakan
PERAN SWASTA DAN MASYARAKAT

D.1. Investasi Pembangunan 1 10 digunakan
D.2. Kegiatan 1 10 digunakan
D.3. Kepedulian Informasi Masy 1 ‘ e digunakan
D.4. Kepuasan Masyarakst 1 T 10 digunakan
D.5. Kebutuhan Mendesak 1 i0 dignnakan

Sumber : hasil pengumpulan dan kompilasi data, 2003

sedangkan 1 responden menyatakan tidak 1 orang responden tidak
mengisi. Penambahan unsur adalah perawatan/operasional, pengawasan (evaluasi
dan monitoring) ditambahkan oleh responden yang masuk aspek teknis
operasional.. Untuk unsur prioritas kawasan 10 responden menyatakan setuju
sedangkan 1 responden tidak mengisi Unsur prioritas hirarki 10 responden
menyatakan setuju sedangkan 1 responden tidak mengisi Ada penambahan unsur

yaitu fungsi kawasan ditambahkan oleh responden yang masuk kelompok teknis
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operasional. Pilihan prioritas selanjutnya dikompilasi dalam hasil pilihan prioritas

untuk dilanjutkan dalam proses SPSS.

Pada variabel swasta dan masyarakat yang merupakan penambahan unsur
oleh responden terdiri dari investasi pembangunan dan kegiatan pembangunan,
kepedulian informasi masyarakat serta kepuasan masyarakat. Yang ditambahkan
lagi oleh responden adalah kebutuhan mendesak. |

Selanjutnya hasil pilihan prioritas ditampilkan sebagai berikut :

TABEL IV.3.
HASIL PILIHAN PRIORITAS PUTARAN 1, 2 DAN 3

KELEMBAGAAN

A1 Struktur Organisasi 4 510 (2 6 |3 (0 {2 g 120 |1
A2, Personalia $ 1 {0 |2 71241111 g8 (1 |t 1
A3, Tata Laksana 8 210 |1 513 1112 6 |3 1 1
A4, Kejelasan Tugas 1 0 [0 |10 6 |1 ]0 4 712 1012
A.5. Kewenangan 2 0 lo0 3§19 6 |0 {0 5 g |a {0 3
A 6. Hukven/peraturan

ANGGARAN

B.1. Sumber Dana 3 1 |1 |1 6 12411 |2 5|5 |t o
B.2. Besamya Dana 0 |1 100 7 0o l1 § |3 1010
B.3. Mekanisme Anggaran 3|1 |0 6 11 |2 |2 T2 (2|0
B.4. Ketepatan/Kejelasan 2 o [0 |9 6 |1 |0 ;4 9120 |0
B.5. Meckanisme Pencairan Angg 1 o [0 |10 6 [0 |1 |4 6 |3 10 |1
TEKNIS OPERASIONAL

C.1. Perancanaan [ 4 10 1 74{2 1|0 2 7T |3 \] 1
C.2. Pelaksanaan 9 1|10 j1 g (1 {0 |1 9 {1 10 |1
C.3. Perawatan / Operasional 2 6 |6 |9 51112 (3 7121210
C.4. Pengawasan (monev) 4 ¢ |0 |7 6 {0 |0 |5 71210 |2
C.5. Prioritas Kawisan 9 (z|o}¢o 8 |z |01 g [3]afo
C.6. Priovitas Hirarki 6 51010 514 1012 4 17 10 |0
C.7. Fungsi Kawasan 1 0190 10 6 |0 j1 |4 712 |11
SWASTA-MASYARAKAT

D.1. Investasi Pembangunan 1 [L 10 5 14 |0 2 4 |5 0 1
D.2. Kegistan 0 i 0 10 3 3 i 4 ‘ 3 6 1 1
D.3. Kepedulian Informasi Masy 1 0 0 |10 8 10 1 |2 38 lo 112
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D.4. Kepuasan Mosyarakat 1 0 ] 10 8 0 {0 3 6 |3 ] 2

D.5. Kebuiuhan mendesak 1 0 0 10 5 210 4 6 1 ¢ 4

Sumber : hasil pengumpulan dan kompilasi data, 2003

Dari 11 responden mengarah menyetujui untuk memakai variabel tersebut
sebagai pertimbangan/memberi kontribusi bagi pengelolaaﬂ pemelibaraan jalan kota
vang optimal. Mengingat sedemikan banyaknya variabel yang dipilih dan ada yang
ditambah oleh responden maka untuk menyederhanakan dalam proses dan analisis
perlu dikelompokkan dalam empat kelompok besar variabel yang mengakomodasi
subvariabel yang relevan dan berhubungan dengan konteksnya. Kelompok
Kelembagaan terdiri atas su‘b variabel Struktur Organisasi, Personalia, Tata
Laksana, Kejelasan Tugas, Kewenangan, Aspek Hukum. Kelompok Variabel
Anggaran terdiri dari subvariabel Sumber Dana, Besarnya Dana, Mekanisme
Anggaran, Ketepatan Kejalasan, Mekanisme Pencairan Anggaran. Kelompok
Teknis Operasional terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Perawatan/Operasional,
Pengawasan, Prioritas Kawasan, Prioritas Hirarki, Fungsi Kawasan. Kelompok
Swasta/Masyarakat meliputi Investasi Pembangunan, Kegiatan, Kepedulian
Informasi Masyarakat, Kepuasan Masyarakat, Kebutuhan Mendesak.

Setelah diketahui variabel yang memberi kontribusi bagi pengelolaan
pemeliharaan jalan kota di Kota Semarang tersebut, langkah selanjutnya adalah
menyebarkan kuesioner itu kembali untuk diisikan posisi rangkingnya, dengan
pertimbangan aapabila rangking itu tinggi berarti variabel tersebut dikatakan sangat
berpengaruh bagi keberhasilan pengelolaan pemeliharaan jalan kota di Kota
Semarang. Perangkingan terhadap empat kelompok besar variabel Kelembagaan,

Anggaran, Teknis Operasional, Swasta Masyarakat. Masing-masing kelompok ini
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juga masih dirangking subvariabel dibawahnya dalam satu kelompok masing-

masing,

TABEL IVA4.

VARIABEL DAN UNSUR VARIABEL YANG DIGUNAKAN PUTARAN

METODE DELPHI

VARIABEL

Unsur Variabel

KELEMBAGAAN

ruktur organisasi

Personalia

LI':-Jta Lakasana

Tugas

Kewenangan

IAspek Hukum

ANGGARAN

Sumber Dana__

TEKNIS
OPERASIONAL

1aan

EPerawaianlOperasional

eng 1 (mornev)

Prioritas K

rioritas Hirarki

ungsi Kawasan

ISWASTA / MASY

nvestasi Pembangunan

dKegfatan

epedulian Informasi Masy

Kepuasan Masyarakat

dl(ebmuhan mendesak

Sumber : hasil analisis, 2003
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4.4.2. Penentuan Kesepakatan / Konvergensi

Metode Delphi Diawali dengan penyebaran kuesioner yang berisi
permintaan/pertanyaan untuk mengisikan rangking pada Kelompok variable dan
unsur dalm kelompok yang melingkupiﬁya seperti yang terlihat dalam tabel.IV.3.

Sasaran pendekatan metode Delphi adalah mencapai konsensus yang
dapat diandalkan dari pendapat sekelompok ahli yang digunakan sebagai
peramalan masa depan serta meminimalkan aspek yang tidak diinginkan dari
interaksi antar kelompok. Satu indikasi dari efek percobaan Delphi adalah
jumlah/nilai konvergensi yang disebabkan oleh proses iterasi, dimana konvergensi
merupakan suatu ukuran sebarapa banyak kesepakatan tercapai dalam.
keberhasilan putaran. Sejauhmana terjadi perubaban yang diawali pada respon
putaran pertama.

Dalam usaha ini suatu ukuran konvergensi merupakan perubahan
sebaran antara nilai kuartil rendah terhadap nilai kuartil tinggi terhadap pilihan
yang diberikan dan sistem konsep pilihan dan koefisien konkordasi kendall (W).
Pada semua eksperimen Delphi sebaran antara nilai kuartil rendah terhadap nilai
kuartil tinggi dan nilai konkordansi Kendall (W) secara umum menunjukkan

reduksi yang dipertimbangkan selama pengupayaan konsensus.

Menentukan hasil (konsensus). Asumsinya hasil akhir (konsensus)
mengindikasikan keakuratan hasil studi (peramalan). Setiap putaran seharusnya
menghasilkan ringkasan yang semakin mengarah (konvergen). Pada setiap

putaran panel menerima hasil putaran dan diminta untuk merevisi opininya
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berdasarkan suara mayoritas, Consecensus is defined by arbitrary decision

(Flanders, 1988).

Ukuran untuk menentukan komnsensus. Konsensus tercapai jika 60 %
responden setuju bahwa kejadian tertentu akan punya kemungkinan 50-90 %
untuk terjadi (Hill & Fowles, 1975). Konsensus tercapai jika range antar kuartil
kurang dari 2 unit (Cunningham, 1982). Stabil artinya responden tidak mengubah
jawabannya dalam putaran yang berurutan. Dua distribusi yang menunjukkan
perubahan kurang dari 15 % dapat dikatakan mencapai kondisi stabil (Linstone &
Turoff, 1975). Keluaran dari Putaran Metode Delphi dapat dijelaskan berikut i :

Dari putaran 1 mi merupakan deskripsi kelompok kelembagaan yang
meliputi 6 unsur. Rata rata range kuartil antara dua unit adalah sebesar 3,33 masih
berada diatas 2 (Cunningham, 1982) yang merupakan syarat untuk tercapai
consensus. Test statistik dengan uji Kendall's W (Kendall’s Coefficient of
Concordance) sebesar 0,145 (14,5 %) jauh dari syarat yang diharapkan yaitu
konsensus tercapai jika 60 % responden setwju bahwa kejadian tertentu akan
punya kemungkinan 50-90 % untuk terjadi (Hill & Fowles, 1975). Pada Asymp
signifikansi sebesar 0,157 (15,7 %). Nilai nilai ini menunjukkan belum mencapai
konvergensi yang diharapkan dan masih perlu dilakukan putaran lagi.

Deskripsi kelompok anggaran yang meliputi 5 unsur. Rafa rata range
kuartil sebesar 1 sudah berada dibawah 2 (Cunningham, 1982) memenulu syarat
untuk tercapai konsensus. Test statistik dengan uji Kendall's W (Kendall’s
Coefficient of Concordance) sebesar 0,526 (52,6 %) mendekati syarat
tercapainya konsensus. Pada Asymp signifikansi sebesar 0,000 mengisyaratkan

mmmmmm T'::] ":'m:.”w" '.gﬁ‘i
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sudah sigmfikan menumjukkan sudah mencapai konvergensi walaupun. belum

memuaskan,

Kelompok Teknis Operasional yang meliputi 7 unsur. Rata rata range
kuartil sebesar 2,57 masih berada di atas nilai 2 belum dapat dikatakan tercapai
konsensus. Test statistik dengan uji Kendall's W sebesar 0,258 (25,8 %) belum
dapat dikatakan mencapai konsensus. Pada Asymp signifikansi sebesar 0,009
mengisyaratkan sudc;;h mendekati signifikan nilai w —nya walaupun  belum
memuaskan sseperti yang diharapkan.

Kelompok Swasta-Masyarakat yang meliputi 4 unsur. Rata rata range
kuartil sebesar 2,20 masih berada di atas nilai 2 konsensus belum dapat dikatakan
tercapai. Uji Kendall’s W sebagai test statisttk diperoleh 0,053 (5,3 %) masih
jauh untuk dikatakan mencapai konsensus. Pada Asymp signifikansi sebesar
0,676 tidak signifikan.

Dalam penentuan rangking lebih berdasarkan pada ukuran nilai mean dan
median. Semakin kecil nilai mean dan nilai median menunjukkan bahwa variable
semakin penting prioritasnya. Dari hasil nilai Kendal w dan range kuartil yang
sudah mendekati konsensus hanya kelompok anggaran namun nilai hasilnya
belum begitu meyakinkan, Demikian juga kelompok kelembagaan dan teknis
operasional dan swasta - masyarakat, sehingga perlu dilanjutkan putaran kedua.

Berikut ini hasil putaran babak 2 dengan hasil olahan SPSS ditunjukkan
dengan tabel hasil deskripsi statistik, rata-rata antar kuartil dan tes statistik

kendall’s koefisien konkordan (w ):
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rata-rata range kuartilnya diperoleh sebesar 2 konsensus dapat dikatakan tercapai

dan uji Kendall's W sebagai test statistik diperoleh 0,541 (54,1 %) sudah

mendekati konsensus. Pada Asymp signifikansi diperoleh milai sebesar 0,000
menunjukkan sudah signifikan. |

Pada putaran kedua ini kelompok anggaran yang meliputi 7 unsur nilai
rata rata range kuartilnya sebesar 0,80 sudah di bawah nilai 2 dikatakan mencapai
konsensus. Uiji statistik Kendall's W didapat nilai sebesar 0,674 (67,4 %) dapat
dikatakan mencapai konsensus. Pada Asymp signifikansi sebesar 0,000 dikatakan
signifikan dan mencapai konsensus.

Deskripsi kelompok Teknis Operasional yang meliputi 7 unsur. Nilai Rata
rata range kuartil sebesar 1,14 sudah berada dibawah 2 memenuhi syarat untuk
tercapai konsensus. Demikian juga Test statistik dengan uji Kendall's W
(Kendall’s Coefficient of Concordance) sebesar 0,527 (52,7 %) meelampaui
syarat tercapainya konsensus, Pada Asymp signifikansi sebesar 0,000
mengisyaratkan sudah signifikan menunjukkan sudah mencapai konsensus
walaupun. belum memuaskan.

Dari putaran 2 ini merupakan deskripsi kelompok swasta-masyarakat yang
meliputi 5 unsur. Rata rata range kuartil antara dua unit adalah sebesar